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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang PENGESAHAN 
KONVENSI INTERNASIONAL 

UNTUK PELINDUNGAN SEMUA 
ORANG DARI PENGHILANGAN 
PAKSA (International 

Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced 
Disappearance) 

RDPU Komisi I DPR RI dengan 
Pakar/Akademisi/LSM tanggal 

19 Juni 2023, di antaranya: 
1. Dr. M. Imdadun Rahmat, 

M.Si (UI); 

2. Rizky Argama (Dir. Eksekutif 
Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan Indonesia; 

3. Halili (Setara Institute); 
4. Andy Yentriyani (Ketua 

Komnas Perempuan). 

Dalam rangka 
Mendapatkan masukan 

terkait RUU tentang 
Pengesahan Konvensi 
Internasional untuk 

Pelindungan Semua Orang 
dari Penghilangan Paksa 
(International Convention 
for the Protection of All 
Persons from Enforced 
Disappearance). 

 

2.  RUU tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang 
INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK (ITE) 

Konsinyering Pembahasan DIM 

RUU ITE tanggal 20 – 22 Juni 
2023 di Hotel Inter Continental 
Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Dalam rangka membahas 

materi DIM RUU tentang 
Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang 
Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (ITE). 

 

3.  RUU tentang PENGESAHAN 
Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapon (TRAKTAT 
MENGENAI PELARANGAN 

SENJATA NUKLIR) 

RDP Komisi I DPR RI dengan 
Pejabat Pemerintah (Kemlu, 

Kemhan, Kemkumham) tanggal 
26 Juni 2023. 

Dalam rangka 
Mendapatkan masukan 

terkait RUU tentang 
Pengesahan Treaty on the 
Prohibition of Nuclear 
Weapon (Traktat mengenai 
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NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pelarangan Senjata 
Nuklir). 

4.  RUU tentang PENYIARAN Rapat Panja RUU Penyiaran 
tanggal 26 Juni 2023. 

Dalam rangka 
mendengarkan pemaparan 
hasil kompilasi masukan 

dari fraksi-fraksi oleh Tim 
Asistensi DPR RI terhadap 

draft Naskah Akademik 
dan Naskah RUU 
Penyiaran. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

- 

  

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  a. TNI; 
b. LPP RRI. 

1) Kodam 
IV/Diponegoro; 

2) Kodam 
II/Sriwijaya; 

3) LPP RRI Jawa 
Tengah; 

 

Tanggal 15 – 17 
Juni 2023. 

Kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke: 
a) Sumsel (Palembang), dalam rangka mengetahui 

kesiapan Kodam II/Sriwijaya dalam mendukug 
pengamanan pemilu 2024; 

b) Jawa Tengah (Semarang), dalam rangka 
mengetahui kesiapan Kodam IV/Diponegoro 
dalam mendukung pengamanan pemilu 2024; 

c) Jawa Tengah (Solo), dalam rangka mengetahui 
peran LPP RRI Jawa Tengah dalam edukasi dan 
sosialisasi pemilu 2024. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  a. KKIP; 
b. Deputi Bidang 

Pertahanan 
Negara Kemenko 
Polhukam; 

c. Deputi Bidang 

SDM, Teknologi, 

dan Informasi 

Kementerian 

BUMN.  

RDP tanggal 19 
Juni 2023. 

RDP Panja BUMNIP Komisi I DPR RI dalam rangka 
mengetahui: 

1. Kebijakan strategis Indhan yang mampu 
menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan 
Indhan nasional; 

2. Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan 
bangsa dan negara; 

3. Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang 
unggul dan yang berdaya saing; 

4. Tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau SWOC; 

dan 
5. Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang 

berdaya saing. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang ASN a. Penyusunan  

b. Pembahasan 
c. Harmonisasi; 

d. Prolegnas; 
e. Pemantauan & 

peninjauan. 
 
Tanggal 19 – 21 
Juni 2023. 

Konsinering Panja RUU tentang ASN, dengan 

agenda membahas DIM RUU tentang ASN. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. The Ministry of Regional 

Development 
(Kementerian 

Pembangunan Regional) 
dan The Prague Institute 
of Planning and 

Development (Institut 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 
c. Kebijakan pemerintah. 
 

Kunjungan Kerja Luar 

Negeri Komisi II DPR RI, 
ke Negara Republik Ceko 

terkait sistem 
perencanaan tata ruang. 
 

Pertemuan dengan The 
Ministry of Regional 
Development (Kementerian 

Pembangunan Regional) 
dan The Prague Institute of 
Planning and Development 
(Institut Perencanaan dan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Perencanaan dan 

Pengembangan Kota 
Praha) 

Tanggal 25 Juni – 1 Juli 

2023. 

Pengembangan Kota 

Praha). 

2.  Kanwil BPN Provinsi Riau a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 
c. Kebijakan pemerintah. 
 

Tanggal 26 – 28 Juni 2023. 

Kunjungan Kerja Panja 
Mafia Pertanahan Komisi II 
DPR RI. 

Terkait Panja Mafia 
Pertanahan ke Kanwil BPN 
Provinsi Riau. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  PENYUSUNAN  
RUU tentang PENYADAPAN 

--- Komisi III DPR RI masih menunggu draf 
RUU tentang Penyadapan dari Tim 

Badan Keahlian DPR RI berdasarkan 
hasil rapat tanggal 22 Mei 2023. 

RUU Usul Inisiatif 
Komisi III DPR RI. 

2.  PENYUSUNAN  
Rancangan Peraturan DPR 
RI tentang Pembentukan 

Tim Pengawas 
Pemberantasan Terorisme 
(TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih 
memperbaiki Rancangan Peraturan 
DPR RI tentang TPPT berdasarkan 

masukan Komisi III tanggal 31 Januari 
2023. 

Amanat Pasal 43J UU 
Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. 

3.  PEMBAHASAN 

RUU tentang Hukum Acara 
Perdata 
(selanjutnya disebut 

dengan RUU tentang 
HAPER) 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan 

Pemerintah dalam melakukan 
Pembahasan RUU tentang Haper. 
 

 

 

4.  PEMBAHASAN  
RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 35 

Tahun 2009 tentang 
NARKOTIKA 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan 
Pemerintah dalam penyusunan draf 
RUU tentang Narkotika yang 

menggabungkan UU Psikotropika dan 
UU Narkotika. 

 



Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 - 29 Juni 2023) 

 

7 

 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

(selanjutnya disebut 

dengan  
RUU tentang NARKOTIKA) 

 

 

5.  PEMBAHASAN 
RUU tentang Perubahan 
Keempat atas UU Nomor 24 

Tahun 2003 tentang 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

(selanjutnya disebut 
dengan RUU tentang 
MAHKAMAH KONSTITUSI) 

Rapat Panja 
dan dilanjutkan 
Rapat 

Timus/Timsin 
tanggal 19 Juni 

2023, pukul 
10.00 WIB. 

 

Panja membahas mengenai Pasal 87 
Ketentuan Peralihan dan Ketentuan 
Penutup yang belum diputus dalam 

Rapat Panja tanggal 12 Juni 2023 
dengan mendengarkan masukan dari 

Pemerintah, setelah itu dilanjutkan 
dengan rapat Timus/Timsin 
melaksanakan pembahasan DIM yang 

bersifat Redaksional. 
 
Forum menyepakati rapat akan 

dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 
4 ayat (2) RUU tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

- 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara; 
2. Kepala Kejaksaan 

Tinggi Sumatera 

Utara; 

Kunjungan Kerja 

Spesifik Komisi III DPR 
RI ke: 

Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke 

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam 
rangka pengawasan penegakan hukum 
terkait dengan pelaksanaan reformasi kultur 

dan struktur kelembagaan serta sumber 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Kepolisian Daerah 
NTT; 

4. Kepala Kejaksaan 
Tinggi NTT; 

5. Kepala Kantor 

Wilayah 
Kemenkumham NTT. 

1. Provinsi Sumatera 
Utara, tanggal 15 s.d. 

17 Juni 2023; 
2. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

(NTT), tanggal 16 s.d. 
18 Juni 2023. 

daya manusia di Provinsi Sumatera Utara, 
sedangkan kunker spesifik Komisi III DPR 

RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
dalam rangka pengawasan penegakan 
hukum terkait pengamanan wilayah 

destinasi wisata super prioritas. 

2.  1. Kepala Badan 
Pemeliharaan 
Keamanan 

(Kabaharkam); 
2. Kepala Badan 

Inteijen dan 
Keamanan 
(Kabaintelkam) 

Kepolisian Negara RI 

RDP Komisi III DPR RI 
dengan Kabaharkam 
dan Kabaintelkam Polri 

tanggal 19 Juni 2023 
pukul 14.00 WIB. 

 
Agenda: 
1. Capaian target PNBP 

di tahun 2022 dan 
pemanfaatannya 
serta target 

pencapaian PNBP di 
tahun 2023. 

2. Program prioritas 
Bakarham dan 
Baintelkam. 

3. Pola sinergitas 
dengan intelijen 

Lembaga lain. 
4. Pelaksaan tupoksi 

dan hambatannya. 

Kesimpulan: 
1. Komisi III DPR RI menerima dan 

mengapresiasi capaian target PNBP 

Baharkam dan Baintelkam Polri di tahun 
2022 serta mendukung rencana kerja 

dan program-program prioritas 2023 
serta melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan pencapaiannya. 

2. Komisi III DPR RI mendukung 
Kabaharkam dan Kabaintelkam Polri 
untuk terus meningkatkan peran dan 

fungsi kepolisian dalam upaya 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka mewujudkan 
keamanan dalam negeri. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3.  Direktur Jenderal 
Imigrasi 

Kemenkumham RI 

RDP Komisi III DPR RI 
dengan Dirjen Imigrasi 

Kemenkumham RI 
tanggal 21 Juni 2023. 
 

Agenda : 
1. Peningkatan Sistem 

Layanan Imigrasi dan 

Tata Kelola. 
2. Optimalisasi 

Pengawasan Orang 
dan Tenaga Kerja 
Asing. 

 
 

Kesimpulan : 
1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan 

Dirjen Imigrasi terkait Anggaran dan 
Program Kerja Ditjen Imigrasi 2022-2023 
dan selanjutnya meminta Dirjen Imigrasi 

untuk merealisasi penyerapan anggaran, 
tetap meningkatkan PNBP, dan 
melakukan upaya pencapaian target 

program-program prioritas Direktorat 
Jenderal Imigrasi di tahun 2023. 

2. Komisi III DPR RI mendukung Dirjen 
Imigrasi untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik Keimigrasian melalui 

upaya pemenuhan sumber daya manusia 
dan sarana prasarana, melaksanakan 

reformasi kultur dan struktur organisasi, 
serta melakukan inovasi dalam rangka 
meningkatkan kecepatan, kemudahan, 

namun tetap memperhatikan prinsip 
kehati-hatian, kemanfaatan, dan 
ketentuan perundang-undangan. 

3. Komisi III DPR RI meminta Dirjen Imigrasi 
agar meningkatkan fungsi pengawasan 

orang asing dan tenaga kerja asing, 
khususnya melalui pemantauan kegiatan, 
tindakan pencegahan dan penindakan, 

pengawasan internal pegawai, kerja sama 
dengan pihak-pihak lain yang terkait, 

serta melakukan sosialisasi untuk 
meningkatkan peran serta masyarakat. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang 
KONSERVASI SUMBER 
DAYA ALAM HAYATI 

DAN EKOSISTEMNYA 

Rapat Panitia Kerja dengan: 
a. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

b. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

c. Kementerian Pertanian; 

d. Kementerian Dalam Negeri; 
e. Kementerian Hukum dan HAM; serta 

f. Komite II Dewan Perwakilan Daerah 
RI (DPD RI). 

15 Juni 2023 

Membahas Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) 
RUU tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya 
(KSDAHE). 

 

Pembahasan 
Tk. I RUU. 
 

 

2.  Rapat Panitia Kerja dengan: 
a. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
b. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

c. Kementerian Pertanian; 
d. Kementerian Dalam Negeri; 

e. Kementerian Hukum dan HAM; serta 
f. Komite II Dewan Perwakilan Daerah 

RI (DPD RI). 

26 - 28 Juni 2023. 

Membahas Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) 

RUU tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya 

(KSDAHE). 
 

Pembahasan 
Tk. I RUU. 
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  a. Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

b. Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi; 
c. Kementerian Pertanian; serta 

d. PT Taman Safari Indonesia. 
 

Kunjungan Kerja 
Spesifik Komisi IV DPR 
RI Masa Sidang V Tahun 

Sidang 2022-2023 ke 
Provinsi Jawa Barat. 

 
20 - 22 Juni 2023. 

Kunjungan dan Peninjauan 
Kebun dan Sarana Perakitan 
Teknologi serta diskusi di Balai 

Standardisasi Instrumen 
Tanaman Industri dan Penyegar, 

Jl. Raya Pakuwon, Kec. Parung 
Kuda, Kab. Sukabumi. 

 

2.  a. Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah; 
b. Pemerintah Kota Semarang; 

c. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan;  

d. Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan; serta 
e. Wakil Nelayan dan Masyarakat. 

Kunjungan Kerja 

Spesifik Komisi IV DPR 
RI Masa Sidang V Tahun 

Sidang 2022-2023 ke 
Provinsi Jawa Tengah 
 

20 - 22 Juni 2023. 

Peninjauan dan Diskusi 

mengenai Permasalahan 
Nelayan serta Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan 
Ligkungan di TPI Tambaklorok, 
Jl. Tambak Mulyo, Tanjung Mas, 

Kec. Semarang Utara, Kota 
Semarang. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian PUPR. 

Dirjen Bina Konstruksi turut 
menghadirkan Balai Pelaksana 

Pemilihan Jasa Konstruksi Seluruh 
Indonesia (BP2JK). 

RDP 

dilaksanakan 
pada tanggal 20 

Juni 2023. 

- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 

2023 sampai bulan Mei 2023; 

- Membahas rencana alokasi 
anggaran menurut fungsi, program 
dan prioritas anggaran K/L TA 

2024 masing-masing Unit Eselon I. 

 

2. Kemendes, PDTT 
1. Sekretaris Jenderal; 
2. Inspektur Jenderal; 

3. Kepala BPSDM dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi; 

4. Kepala Badan Pengembangan Dan 
Informasi Desa, Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi. 

RDP 
dilaksanakan 
pada tanggal 21 

Juni 2023. 
 

- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 
2023 sampai bulan Mei 2023; 

- Membahas rencana alokasi 
anggaran menurut fungsi, program 

dan prioritas anggaran K/L TA 
2024 masing-masing Unit Eselon I. 

 

 

3. Kemendes, PDTT 

1. Irjen Pembangunan Desa Dan 
Perdesaan; 

2. Irjen Pengembangan Ekonomi 

Dan Investasi Desa, Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi; 

RDP 

dilaksanakan 
pada tanggal 21 
Juni 2023. 

- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 
2023 sampai bulan Mei 2023; 

- Membahas rencana alokasi 
anggaran menurut fungsi, program 
dan prioritas anggaran K/L TA 

2024 masing-masing Unit Eselon I. 
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Irjen Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal; 
4. Irjen Pembangunan Dan 

Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi. 

 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  BADAN NASIONAL 
PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN / 
BASARNAS 

Kunsfik bidang Basarnas 
dilaksanakan pada 

tanggal 15 – 17 Juni 
2023. 

 

1. Meninjau Kantor SAR Makasar, 
Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. Meninjau Kantor SAR , Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan; 

3. Meninjau Kantor SAR, kota 
Denpasar , Provinsi Bali. 

 

 

2.  KEMENTERIAN PUPR 

- Ditjen SDA 

- Ditjen Bina Marga 
 
BADAN NASIONAL 
PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN / 
BASARNAS 

Kunsfik dilaksanakan 
pada tanggal 22 – 24 

Juni 2023. 

1. Meninjau Infrastruktur ke 
Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung; 
2. Meninjau Kantor SAR 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan; 
3. Meninjau normalisasi Sungai 

Batang Lembang Kabuapten Solok, 

Provinsi Sumatera Barat. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 Menteri BUMN RI a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 
 
Pada tanggal 15 Juni 

2023. 
 

Pembahasan mengenai : 
1. Rencana IPO PHE; 

2. Rencana laba dan dividen TA 2024; 
3. Rencana aksi korporasi di PTPN (Palm Co dan 

Sugar Co); 
4. Pengambilan Keputusan terkait Usulan PMN 

Yang bersumber dari alokasi Cadangan 

Pembiayaan Investasi APBN TA 2023; 
5. Lain-lain. 

 

2  Rapat Intern Komisi VI 
DPR RI pada tanggal 15 
Juni 2023. 

Pengambilan Keputusan terkait Usulan PMN 
Yang bersumber dari alokasi Cadangan 
Pembiayaan Investasi APBN TA 2023.  

 

3 Kementerian 
Perdagangan RI  

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

RDP Panja Pangan dan Barang Kebutuhan 
Pokok Komisi VI DPR RI dengan Dirjen 

Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

 
Pada tanggal 21 Juni 
2023. 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
Kementerian Perdagangan RI dengan 

pembahasan mengenai peraturan terkait 
pangan. 

 
D. TUGAS KHUSUS 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 PT Dirgantara Indonesia, 
Bandung, Provinsi Jawa 

Barat 

Kunjungan Spesifik tanggal 
26-28 Juni 2023. 

Dalam rangka pengawasan kinerja 
dan kontribusi BUMN ke PT 

Dirgantara Indonesia, Bandung, 
Provinsi Jawa Barat. 

  

2 PT Bio Farma (Persero), 
Bandung, Provinsi Jawa 
Barat 

Kunjungan Spesifik tanggal 
26-28 Juni 2023. 

Dalam rangka pengawasan kinerja 
dan kontribusi BUMN ke PT Bio 
Farma (Persero), Bandung, Provinsi 

Jawa Barat.  

 

3 PT Pegadaian, Bandung, 

Provinsi Jawa Barat 

Kunjungan Spesifik tanggal 

26-28 Juni 2023. 

Dalam rangka pengawasan kinerja 

dan kontribusi BUMN ke PT 
Pegadaian, Bandung, Provinsi Jawa 
Barat. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU ENERGI BARU 
DAN ENERGI 

TERBARUKAN  

Rapat Panja RUU EBET dengan Pemerintah 
dan DPD dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 

2023, Pukul 10.00 WIB. 

Lanjutan 

pembahasan RUU 

EBET. 

 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

NO  INSTITUSI  KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kepala BRIN    Rapat Dengar Pendapat 
dilaksanakan pada 
tanggal 19 Juni 2023, 

pukul 10.00 WIB. 
 

a. Progress pelaksanaan kegiatan TA 

2023; 

b. Pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 

2024; 

c. Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 

2024. 

 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan kerja spesifik   a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

Kunjungan kerja Komisi VII 

DPR RI ke: 

a. PT Irvan Prima Pratama, di 

Kalimantan Tengah (Kel. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

c. Kebijakan pemerintah. 

 
Dilaksanakan pada tanggal 
15 - 17 Juni 2023. 

 
 

Kumai Hulu, Kec. Kumai, 

Kab. Kotawaringin Barat); 
b. PT Pertamina EP Lapangan 

Subang, di Kab. Subang; 

c. PT Pertamina Patra Niaga 
terkait Kasus Penimbunan 
BBM Illegal, di Sumatera 

Utara. 

2. a. Dirjen ILMATE 

Kemenerin RI;  

b. Dirjen KPAII 

Kementerian RI. 

Dengan menghadirkan 

Perusahan-perusahaan 

Pengembangan Kawasan 

Industri . 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 

Dilaksanakan pada tanggal  
20 Juni 2023, pukul 13.00 
WIB. 

a. Progress pembangunan 

Kawasan Industri; 
b. Lain-lain. 

 
 

 

3. Sekjen Kementerian 

ESDM RI   

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 

Dilaksanakan pada tanggal  
22 Juni 2023, pukul 10.00 
WIB. 

a. Mekanisme pengadaan 

barang dan jasa untuk 
infrastruktur Cisem I dan II;  

b. Lain-lain. 

 

4.  a. Dirjen Minerba 

Kementerian ESDM 

RI; 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

Progress tindak lanjut Blok 

Mandiodo di Sulawesi Tenggara. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Direktur Utama PT 

Antam, Tbk; 

c. LAPI ITB;  

d. Direktur Utama PT 

Lawu Agung Mining;  

e. 11 Dirut Penambang 

Lokal . 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 

Dilaksanakan pada tanggal  
22 Juni 2023, pukul 14.00 
WIB. 

5. a. Dirjen Minerba 

Kementerian ESDM 

RI;  

b. Dirjen IKFT 

Kemenperin RI.  

Dengan Menghadirkan 

Direktur Utama PT 

Putera Prima Mineral 

Mandiri (PPMM), PT Irvan 

Prima Pratama (IPP), PT 

Cinta Alam Lestari, 

Gubernur Bangka 

Belitung dan Gubernur 

Kalimantan Tengah . 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 
 

Dilaksanakan pada tanggal  
27 Juni 2023, pukul 13.00 
WIB. 

a. Penjelasan terkait 

pengusahaan dan pungutan 
PNBP mineral ikutan 
pertambangan timah;  

b. Lain-lain.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang 
KESEHATAN 

 

 Dalam Rapat Konsultasi 
Pengganti Rapat Bamus DPR 

RI tanggal 3 April 2023 telah 
diputuskan menyetujui 

pembahasan RUU tentang 
Kesehatan ditugaskan kepada 
Komisi IX DPR RI. 

 
 

2.  Kamis, 15 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB 
Rapat Timus RUU tentang Kesehatan 

dengan Ketua Panja Pemerintah. 

Melanjutkan Pembahasan 
materi Timus RUU tentang 

Kesehatan. 

 

3.  Kamis, 15 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB 

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan 
dengan Ketua Panja Pemerintah. 

Laporan Tim Perumus kepada 

Panja RUU tentang Kesehatan 
dan Pembahasan materi hasil 
Timus RUU tentang 

Kesehatan. 

 

4.  Minggu, 18 Juni 2023 Pukul 19.00 

WIB, Rapat Timsin RUU tentang 
Kesehatan dengan Ketua Timsin 
Pemerintah. 

Pembahasan Materi Timsin 

RUU tentang Kesehatan. 

 

5.  Minggu, 18 Juni 2023 Pukul 21.00 
WIB, Rapat Panja RUU tentang 

Kesehatan dengan Ketua Panja 
Pemerintah. 

Penyampaian Laporan Timsin 
kepada Panja RUU tentang 

Kesehatan. 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

6.   Senin, 19 Juni 2023 Pukul 09.30 WIB, 
Rapat Kerja RUU tentang Kesehatan 
dengan Pemerintah acara: 

1. Pengantar Pimpinan Komisi IX DPR 
2. Laporan Panja RUU tentang 

Kesehatan 
3. Pembacaan Naskah RUU tentang 

Kesehatan 

4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi 
5. Pendapat Akhir Pemerintah 
6. Penandatanganan Naskah RUU 

tentang Kesehatan 
7. Pengambilan Keputusan  untuk 

melanjutkan pada Pembicaraan 
Tingkat II dalam Rapat Paripurna 
DPR RI. 

Pembicaraan Tingkat I/ 
Pembahasan RUU Tentang 
Kesehatan. 

 

 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  DPRD Kabupaten Banyumas Audiensi pada Senin, 26 Juni 
2023 Pukul 10.00 WIB. 

Konsultasi Aspirasi dan 
Tuntutan Tenaga Kesehatan 

Kabupaten Banyumas terkait 
dengan RUU tentang Kesehatan 
(Omnibus Law). 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  Forum Komunikasi Pekerja 
Migran Indonesia 

Audiensi pada Senin, 26 Juni 
2023 Pukul 11.00 WIB.  

Pekerja Migran Indonesia di 
Farm United Kingdom. 

 

3.  Pejabat Eselon I 
Kementerian 
Ketenagakerjaan 

 

RDP Evaluasi program kerja 
dilaksanakan tanggal 27 Juni 
2023. 

Tertutup. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 RUU tentang 

KEPARIWISATAAN 

Tanggal 26—30 Juni 2023. 

 
Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisataan 

Ke Inggris. 
 
Agenda: 

Mendapatkan masukan terhadap substansi 
pengaturan dalam melakukan Revisi UU 

Kepariwisataan. 

Kegiatan 

Kunjungan Kerja 
masih berlangsung.  

 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Kunjungan Kerja 

Panja Peningkatan 
Literasi dan 

Tenaga 
Perpustakaan 
(PLTP) ke Kota 

Perpustakaan 

tanggal 15—17 
Juni 2023. 

 

Kota Makasar, Sulawesi Selatan 

A. Bentuk perhatian Pemerintah Kota Makassar 
terhadap pembentukan budaya literasi untuk 

masyarakat dinilai cukup baik, hal tersebut 
dapat dinilai dari berbagai inovasi strategis 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar guna 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Batam Provinsi 
Kepulauan Riau, 

Kota Makasar 
Provinsi Sulawesi 

Selatan dan 
Provinsi 
Kalimantan Timur. 

 
 

meningkatkan budaya literasi dan mendekatkan 
perpustakaan ke masyarakat di antaranya 

inovasi Dongkel with Mobile Library, 
DONGKELOR atau Dongeng Keliling Online, 

Sentuh Pustaka atau akronim dari Semua 
menghidupkan Perpustakaan, dan Gadde-
Gadde Perpustakaan atau Mini Pustaka Mart.  

B. Pembinaan literasi dan penyelenggaraan 
layanan perpustakaan di Kota Makassar masih 

mengalami beberapa kendala di antaranya, (1)  
Gedung Perpustakaan Umum Kota Makassar 
tidak layak dan masih menempati lahan dan 

bangunan berstatus pinjam pakai di Jl 
Lamadukkelleng no. 3 Kota Makassar, (2) 

pengelolaan perpustakaan sekolah belum 
menjadi prioritas dan dimanfaatkan 
sebagaimana fungsinya, (3) sumber daya 

manusia pengelola perpustakaan sekolah belum 
profesional karena masih dikelola oleh guru, 

bukan yang memiliki ilmu kepustakaan, (4) 
pengadaan buku di perpustakaan sekolah 
hanya mengandalkan dana BOS sehingga tidak 

maksimal dalam penyediaan buku yang layak 
dan sesuai dengan minat baca, dan (5) sekolah 
yang berstatus sebagai sekolah penggerak, 

mendapatkan dukungan anggaran pengadaan 
buku yang kecil dan tiap tahunnya mengalami 

penurunan. Adapun teknis pengadaan 
bukunya, dalam hal ini sekolah tidak 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

mendapatkan keluasan karena perusahaan 
penyedia buku dan jenis buku sudah 

ditentukan dari Kemendikbudristek RI.  
 

Kota Batam, Kepulauan Riau 
1. Kondisi literasi di Provinsi Kepulauan Riau 

tercermin dari beberapa hasil 

survey/kajian/penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa instansi. Beberapa hasil kajian 

menyatakan bahwa literasi di Provinsi 
Kepulauan Riau memiliki peringkat yang cukup 
baik diantara provinsi lainnya di Indonesia. 

Seperti misalnya Indeks Aktivitas Literasi 
Membaca (Indeks Alibaca) yang dilakukan oleh 
Kementerian Pendidikan Nasional pada Tahun 

2019 menempatkan Provinsi Kepulauan Riau 
sebagai peringkat ketiga dengan nilai 54.76 

dibawah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DIY. 
2. Beberapa hal yang menjadi peluang dalam 

pengembangan peningkatan literasi di Provinsi 

Kepulauan Riau antara lain sejarah, berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, dan adanya 
dukungan dari Pemerintah. Adapun hal yang 

menjadi tantangan dalam pengembangan dan 
peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau 

adalah kondisi geografis, distribusi berbiaya 
tinggi, perubahan sosial masyarakat, minimnya 
anggaran, dan adanya pandemi Covid-19. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Strategi pemenuhan tenaga perpustakaan di 
Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu melalui pengangkatan ASN, 
perpindahan jabatan, atau inpassing dari 

jabatan administrasi ke jabatan fungsional. 
Namun praktik yang sering terjadi dilapangan 
yaitu memanfaatkan sumber daya manusia 

yang telah ada misalnya pihak sekolah 
memerintahkan guru untuk rangkap jabatan 

sebagai guru dan juga sebagai pustakawan, 
kepala desa yang menjadikan staff administrasi 
sekaligus pustakawan. 

 
Kalimantan Timur 
1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 

tahun 2022 provinsi Kalimantan Timur adalah 

69,22. Samarinda di urutan teratas, yaitu 85,83. 

Akan tetapi masih ditemukan permasalahan 

masih kurangnya kompetensi tenaga 

pustakawan dibidangnya, masih kurang 

diapresiasinya tenaga perpustakaan, baik di OPD 

maupun di sekolah sehingga minimnya minat 

aparatur untuk menjadi tenaga perpustakaan.  

2. Beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan 

pemerintah untuk pembudayaan membaca dan 

meningkatkan literasi di Kota Samarinda di 

antaranya dengan menyediakan perpustakaan 

digital dan fasilitas penunjang, melaksanakan 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

transformasi perpustakaan berbasis inklusi 

sosial, meningkatkan dan mendorong peran 

serta masyarakat dalam meningkatkan 

penyediaan koleksi perpustakaan dan wahana 

baca melalui gerakan wakaf literatur (GAWAL) 

dan memberikan kemudahan untuk 

mendapatkan pelayanan melalui pendaftaran 

dan peminjaman online. 

2.  RDPU Panja PLTP 

Komisi X DPR RI 
dengan Program 

Studi 
Perpustakaan di 
Perguruan Tinggi: 

Universitas 
Indonesia, 

Universitas 
Padjajaran, 
Universitas 

Diponegoro, 
Universitas Yarsi, 
dan Ibu Pangesti 

Wiedarti, 
M.Appl.Ling., Ph.D 

(Kepala Satgas 
Penyusunan Peta 
Jalan Penguatan 

Literasi/Dosen 

Perpustakaan 

tanggal 20 Juni 
2023. 

 

Menyampaikan pandangan dan masukan mengenai 

peluang dan tantangan literasi dan tenaga 
perpustakaan di Indonesia; Dukungan Perguruan 

Tinggi Terhadap Peningkatan Literasi; Peta 
Kebutuhan dan Daya Serap Lulusan Prodi Ilmu 
Perpustakaan; dan masukan untuk Rekomendasi 

Kebijakan Peningkatan Literasi dan tenaga 
Perpustakaan. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

UNY/Kemenko 
PMK). 

3. RDPU Komisi X 
DPR RI dengan 

Ikatan Lintas 
Pegawai Perguruan 
Tinggi Negeri Baru 

(ILP-PTNB). 
Agenda: 

Penyampaian 
Aspirasi terkait 
Penyelesaian 

Status SDM PTNB. 

Pendidikan 
tanggal 21 Juni 

2023. 

Aspirasi yang disampaikan yaitu: 
a. Peralihan status SDM PTNB seluruh Indonesia 

telah memasuki 9-13 tahun sejak dialihkan dari 
PTS menjadi PTN, namun tidak ada solusi 
penyelesaian yang berdampak pada 

kepegawaian (kenaikan pangkat, golongan, 
kesejahteraan, studi lanjut, dll); 

b. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 
10 tahun 2016 Tentang Dosen Dan Tenaga 
Kependidikan pada PTNB dan Permenristekdikti 

38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pengangkatan PPPK pada PTNB yang mengatur 
pengangkatan PPPK pada PTNB tanpa seleksi, 

namun tidak dapat dijalankan karena 
perubahan kebijakan setelah ditetapkannya PP 

49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK; 
c. Mengusulkan agar adanya regulasi yang secara 

khusus mengatur pengangkatan, pemeliharaan, 

dan pengakhiran dosen dan tenaga 
kependidikan dengan status PNS bagi PTNB 

sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Pasal 16A dan PP Nomor 11 
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBYEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Kunjungan kerja 
Komisi X DPR RI 

ke Poltekpar 
Lombok, Poltekpar 

Palembang dan 
Universitas 
Ciputra Surabaya. 

 
 

Fokus kunjungan 
Pengawasan 

terkait Riset, SDM 
dan 

Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Kepariwisataan 

Tanggal 22—24 
Juni 2023. 
 

Masukan dan temuan Ke Poltekpar Lombok: 
1. Masukan dan aspirasi dari Poltekpar Lombok 

dan para pemangku kepentingan yang 
mengemuka antara lain (1) usulan Poltekpar 

Lombok untuk membuka prodi Magister 
Terapan, Prodi pariwisiata berkelanjutan, dan 
prodi event khusus yang belum ada persetujuan 

Kemendikbudristek; diharapkan agar segera 
dapat disetujui (2) akses penerbangan ke NTB 
dan belum optimal mendukung pariwisata di 

NTB, sehingga perlu dicarikan solusinya (3) 
Permasalahan hutang WSBK Mandalika yang 

mengemuka di media yang disampaikan pihak In 
Journey yang berdampak kepada citra Sirkuit 

Mandalika.  
2. Poltekpar Lombok mengharapkan adanya 

dukungan pemberian beasiswa bagi calon 

mahasiswa yang berasal dari masing-masing 
kabupaten kota sebagaimana yang telah 
diinisiasi oleh kabupaten morotai Provinsi 

Maluku utara dan kabupaten penajam paser 
utara Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Beberapa permasalahan dan temuan lainnya 
yaitu: Belum terbangunnya pemahaman 
masyarakat akan pentingnya Pendidikan vokasi 

disebabkan adanya mindset masyarakat di NTB 
yang menganggap Pendidikan vokasi adalah 

Pendidikan kelas dua serta tuntutan akan gelar 
kesarjanaan jauh lebih penting dibanding 
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penguasaan kompetensi sesuai kebutuhan 
DUDIKA. Selain itu hasil riset Poltekpar Lombok 

belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam 
mendukung pengembang pariwisata daerah.  

 
Masukan dan temuan Ke Universitas Ciputra 
Surabaya: 

1. Perkembangan/trend pariwisata saat ini adalah 
sustainable/quality tourism. Salah satunya 

adalah melalui perngembangan ecotourism yang 
terwujud melalui socio-preneurship yang terbukti 

mampu bertahan dan mengangkat masyarakat 
pariwisata dan ekonomi kreatif dari 
keterpurukan akibat Covid-19. Namun demikian, 

diperlukan empowering bagi pengembangan desa 
wisata melalui strategi socio-preneurship yang 

berbasis ecotourism.  
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam 

mengembangan Desa Wisata/Kampung Tematik 
berbasis ecotourism tersebut, di antaranya: 
a. tidak sinkron antara kebijakan Kemenpar dan 

KLH. Sinkronisasi ini merupakan hal penting 
mengingat beberapa daerah yang dimungkinkan 

berkembang berada dalam koordinasi KLH. 
b. diperlukan pembangunan SDM yang memiliki 

wawasan ecotourism melalui pendampingan, 

bukan sekedar ToT (training of trainer). ToT 
memang membantu pelaksanaan konsep 

socio-preneurship, tetapi pendapingan menjadi 
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lebih penting karena ada monitoring setiap 
saat. 

c. sertifikasi/lisensi pelaku pariwisata dan 
ekonomi kreatif perlu diefektifkan termasuk 

efektifitas kepada Pokdarwis. Termasuk 
persaingan dengan TKA perlu diantisipasi 
melalui sertifikasi tersebut. 

3. Beberapa masukan bagi pengembangan 
pariwisata antara lain (1) peningkatan 
aksesibilitas pendidikan dan pelatihan; (2) 

penyusunan kurikulum yang relevan; (3) 
peningkatan kerja sama riset; (4) pendanaan 

riset pariwisata; dan (5) pengembangan jaringan 
kolaborasi. 

 

Masukan dan temuan ke Poltekpar Palembang: 
1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

Kepariwisataan di Poltekpar Palembang dinilai 
cukup baik, dukungan dari Pemerintah dalam 

penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di 
Poltekpar Palembang mencakup anggaran untuk 
penyelenggaraan pendidikan serta anggaran 

operasional, pembangunan fisik dan peralatan, 
investasi dengan stakeholder yang terkait, serta 

penyelesaian lahan untuk pembangunan 
kampus berkelanjutan. 

2. Secara umum penyelenggaraan pendidikan 

khususnya dalam hal riset dan peningkatan 
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SDM pariwisata yang dilakukan oleh Poltekpar 
Palembang tidak ada kendala, hal ini dibuktikan 

dengan semua dosen dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya 
adalah penelitian. 

3. Poltekpar Palembang mengharapkan beberapa 

hal guna memaksimalkan peran Poltekpar 
mendukung peningkatan SDM Pariwisata di 
Provinsi Sumsel, yaitu (1) dalam meningkatkan 

SDM pariwisata dibutuhkan dosen – dosen yang 
kompeten dibidang pariwisata mengingat 

Poltekpar Palembang adalah perguruan tinggi 
vokasi yang tidak hanya dituntut untuk memiliki 
pengetahuan tapi juga dibutuhkan keterampilan 

dan perilaku yang baik dan (2) Poltekpar 
Palembang berharap mendapatkan keluasan 
memberikan dukungan beasiswa, untuk 

mendukung dan meningkatkan semangat belajar 
mahasiswa yang kurang mampu bentuk aturan 

regulasi. 

5. Kunjungan Komisi 

X DPR RI bidang 
olahraga ke Kota 
Medan 

Penyelenggaran 

PON XXI tanggal 
26—28 Juni 
2023. 

 

1. Pemerintah daerah kota Medan telah 

mempersiapkan dan memperbarui infrastruktur 
olahraga yang dibutuhkan untuk menyambut 
PON XXI. Hal ini termasuk membangun atau 

memperbaiki stadion, kompleks olahraga, dan 
fasilitas lainnya untuk memenuhi persyaratan 
PON. 
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2. Penyelenggaraan PON XXI memerlukan 
dukungan dari Pemerintah Pusat untuk 

percepatan pembangunan Stadion Teladan di 
Kota Medan, pengadaan peralatan olahraga dari 

pemerintah Pusat untuk venue tandingan, 
penganggaran untuk acara penutupan PON 
XXI/2024. Perlu juga dukungan pembiayaan 

kendaraan angkutan sebagai transportasi dalam 
penyelenggaraan PON. 

3. Belum ada regulasi yang memadai mengenai 

persiapan PON 2024. Belum adanya regulasi ini 
juga kemudian berpengaruh pada skema 

anggaran. Pemerintah Kota Medan mengakui 
bahwa anggaran ini cukup membebani APBD 
sehingga berharap ada dukungan anggaran. 

4. Kegiatan PON 2024 mendatang dapat 
dioptimalisasi untuk sport tourism. Pemerintah 
Daerah Kota Medan dapat mengoptimalkan 

keberadaan wilayah Medan sebagai destinasi 
wisata, sehingga masyarakat tidak hanya hadir 

untuk menyaksikan PON 2024 tetapi juga 
berwisata di Medan. 
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1 Rapat Kerja dengan 
Menteri Keuangan 

Pengantar RKA dan 
RKP kemeneterian 
Keuangan Tahun 
2024. 
Rapat tanggal, 12 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, 
menyepakati: 
1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan 

dari Menteri Keuangan RI mengenai RKA dan 
RKP Kementerian Keuangan dalam KEM-PPKF 
Tahun 2024. 

2. Pendalaman materi mengenai RKA dan RKP 
Kementerian Keuangan dalam KEM-PPKF Tahun 
2024 akan dilakukan dalam Rapat Dengar 
Pendapat dengan Eselon I Kementerian 
Keuangan. 

 

2 Rapat Dengar 
Pendapat dengan: 
1. Direktur Jenderal 

Anggaran 
Kementerian 
Keuangan; 

2. Direktur Jenderal 
Pajak Kementerian 
Keuangan; 

Pembahasan RKA 
Eselon 1 
Kementerian 
Keuangan. 
Rapat tanggal, 12 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal 
Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur 
Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Lembaga Nasional 
Single Window, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 

Kementerian Keuangan, menyepakati: 
1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 

dari Direktur Jenderal Anggaran, Direktur 
Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Dan 
Cukai, Direktur Jenderal Anggaran, Kepala 
Lembaga Nasional Single Window, dan Kepala 
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3. Direktur Jenderal 
Bea Dan Cukai 
Kementerian 
Keuangan; 

4. Kepala Lembaga 
Nasional Single 

Window; 
5. Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal 
Kementerian 
Keuangan. 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 
mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
Eselon I Kementerian Keuangan dalam Kerangka 
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan 
Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024, dengan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai berikut: 

 
A. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 

INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 1.456.485.000 

2 
Pengelolaan Penerimaan 
Negara 

5.648.851.000 

3 
Pengelolaan Belanja 
Negara 

15.345.733.000 

4 Dukungan Manajemen 41.369.138.000 

 Jumlah 63.820.207.000 

 
Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) Penguatan tata kelola Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dengan perluasan 
pemanfaatan Informasi Teknologi, 
peningkatan pengawasan dan kepatuhan, 
serta sinergi untuk meningkatkan PNBP. 

2) Direktur Jenderal Anggaran meningkatkan 
kualitas belanja negara yang ditunjukkan 
dengan implementasi anggaran berbasis 
kesejahteraan di seluruh 
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Kementerian/Lembaga (K/L), dan 
menetapkan lokus Kelompok Penerima 
Manfaat (KPM) dari RKA seluruh K/L pada 
APBN Tahun Anggaran 2024. 

3) Direktur Jenderal Anggaran meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
APBN, pada tahun anggaran berjalan, dalam 
merespon perubahan-perubahan kebijakan 
fiskal. 

4) DJA dan BKF, mempercepat capaian dalam 
penyusunan roadmap reformasi pengelolaan 
program pensiun ASN dan TNI/POLRI oleh 
Pemerintah yang memberikan manfaat 
pensiun yang lebih baik, biaya iuran 
terjangkau oleh Pemerintah dan ASN, tata 
kelola pengelolaan pensiun yang lebih baik. 

5) DJA dan BKF memperkuat kebijakan fiskal 
dalam penanggulangan kemiskinan yang 
disertai dengan pemberdayaan rakyat. 

 
B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 

INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 188.818.000 

2 
Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

1.550.455.462.000 

3 
Dukungan 
Manajemen 

4.645.021.097.000 

 Jumlah 6.195.665.377.000 
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Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) DJP meningkatkan tax ratio melalui 

penggalian potensi peningkatan basis 
perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, 
dengan tetap menjaga iklim usaha dan 
mendukung transformasi ekonomi. 

2) DJP bersama dengan BKF memastikan 
insentif pajak dilakukan semakin terarah 
yang ditunjukkan dengan indikator-indikator 
yang terukur dalam mendukung iklim dan 
daya saing usaha, serta transformasi ekonomi 
yang bernilai tambah tinggi. 

3) DJP memperkuat pengelolaan data berbasis 
risiko dan mengoptimalkan core tax system 
pada Tahun 2024. 

4) DJP memperkuat sistem pengawasan 
internal. 
 

C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 

INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 3.980.172.000 

2 
Pengelolaan 

Penerimaan Negara 

922.528.884.000 

3 Dukungan Manajemen 1.914.854.851.000 

 Jumlah 2.841.363.907.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
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1) DJBC meningkatkan penerimaan negara dari 
sektor kepabeanan dan cukai dengan tetap 
menjaga iklim usaha yang kondusif untuk 
investasi, daya saing, dan transformasi 
ekonomi. 

2) DJBC mempercepat dan memperkuat 
transformasi sistem administrasi penerimaan 
negara melalui optimalisasi informasi 
teknologi. 

3) DJBC meningkatkan kinerja pelayanan 
publik dalam melaksanakan mandat tugas 
pemeriksaan kepabeanan dan cukai. 

4) Pelaksanaan ekstensifikasi cukai melalui 
penambahan objek cukai baru, seperti cukai 
atas Produk Plastik dan Minuman 
Berpemanis Dalam Kemasan, 
dikonsultasikan kepada Komisi XI DPR RI 
untuk mendapatkan persetujuan. 

 
D. Lembaga Nasional Single Window (LNSW) 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Pengelolaan Penerimaan 
Negara 

4.295.482.000 

2 Dukungan Manajemen 87.973.990.000 

 Jumlah 92.269.472.000 

 
Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
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1) LNSW meningkatkan kinerjanya dalam 
mendukung penerimaan negara yang optimal 
dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan 
PNBP, yang ditunjukkan dengan indeks 
efisiensi pelayanan ekspor, impor, dan 
logistik. 

 
E. Badan Kebijakan Fiskal 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 27.230.432.000 

2 Dukungan Manajemen 46.689.783.000 

 Jumlah 73.920.215.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) BKF mempertajam rumusan kebijakan 

ekonomi makro dan fiskal yang ditunjukkan 
dengan indikator-indikator terukur dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan yang inklusif dan berdaya 
saing. 

2) BKF dalam menyusun kebijakan fiskal untuk 
mendukung reformasi struktural (human 
capital gap, infrastructure gap, intitutional gap) 
mengoptimalkan capaian target pemerintah 
pada tahun 2024. 

3) BKF meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas perubahan-perubahan 
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kebijakan fiskal APBN pada tahun anggaran 
berjalan. 

4) BKF berkoordinasi dengan K/L terkait untuk 
menyelesaikan roadmap industri tembakau. 

5) BKF menyediakan data dan informasi terkait 
kebijakan fiskal program-program pemerintah 
untuk menjadi bahan acuan Komisi XI DPR 
RI. 

 
2. Persetujuan Pagu Indikatif akan dilakukan dalam 

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri 
Keuangan. 

3 Rapat Dengar 
Pendapat dengan: 
1. Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara; 

2. Direktur Jenderal 
Pengeloaan 
Pembiayaan dan 
Risiko; 

3. Direktur Jenderal 
Perbendaharaan; 

4. Direktur Jenderal 
Perimbangan 
Keuangan; 

Pembahasan RKA 
Eselon 1 
Kementerian 
Keuangan. 
Rapat tanggal, 13 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengeloaan 
Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan Direktur Jenderal 
Perimbangan Kementerian Keuangan, menyepakati: 
1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 

dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 
Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan mengenai Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Eselon I Kementerian Keuangan dalam 
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024, 

dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
sebagai berikut: 

 
A. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) dan BLU Lembaga Manajemen Aset 
Negara  
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(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, dan 

Risiko 

208.774.221.000 

 
a. DJKN (Tanpa BLU) 172.630.442.000 

b. BLU LMAN 36.143.779.000 

2 Dukungan Manajemen 501.174.306.000 

 
a. DJKN (Tanpa BLU) 390.181.542.000 

b. BLU LMAN 110.992.764.000 

Jumlah 709.948.527.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan 
sebagai berikut: 
1) DJKN mengoptimalkan transformasi 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 
yang ditunjukkan dengan pengelolaan 
kekayaan negara, Barang Milik Negara 
(BMN), investasi pemerintah yang produktif 
dan akuntabel. 

2) DJKN, dalam mengelola kebijakan dan 
standardisasi teknis Kekayaan Negara yang 
Dipisahkan, diarahkan untuk memperkuat 
tranformasi ekonomi, memiliki dampak yang 
strategis, serta performa keuangan 
perusahaan yang semakin baik. 

3) DJKN agar segera menyelesaikan roadmap 
klasterisasi BUMN sesuai Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 dan disampaikan kepada 
Komisi XI DPR RI sebelum Pembacaan Nota 
Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.  

4) DJKN menyampaikan data Investasi 
Permanen Pemerintah pada BUMN, yang 
mencapai Rp2.753,7 triliun (2022 
Unaudited) disertai dengan performa 
keuangan dan kinerja BUMN. 

 
B. Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko dan BLU Lembaga 
Dana Kerja Sama Pembangunan 
Internasional  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 879.337.000 

2 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, dan 
Risiko 

21.389.452.000 

3 Dukungan Manajemen 86.546.441.000 

 
a. DJPPR (Tanpa BLU) 45.809.615.000 

b. BLU LDKPI 40.736.826.000 

Jumlah 108.815.230.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan 
sebagai berikut: 
1) DJPPR, dalam mengelola pembiayaan APBN, 

menjalankan pengendalian cost of fund yang 
efisien, mengembangkan skema pembiayaan 
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inovatif, serta meningkatkan kualitas 
pengelolaan pembiayaan dan risiko 
keuangan negara. 

2) DJPPR, meningkatkan kualitas pengelolaan 
pembiayaan APBN yang ditunjukkan dengan 
kualitas rasio utang terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang semakin rendah, 
imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara 
(SBN) yang optimal, dan tingkat efektivitas 
pengendalian risiko keuangan negara yang 
tinggi. 

3) Kebijakan pemberian hibah diarahkan 
untuk mencapai kepentingan nasional, 
antara lain: mendorong kemajuan 
perekonomian nasional dengan membuka 
pasar dan peluang investasi di luar negeri, 
meningkatkan diplomasi Indonesia untuk 
memperoleh manfaat politik, ekonomi, dan 
sosial-budaya, dan mendukung 
penghormatan terhadap kedaulatan dan 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 

4) DJPPR menyampaikan data rencana 
penarikan Pinjaman Luar Negeri kegiatan 
per Kementerian/Lembaga (K/L) yang 
disertai program-program atau kegiatan dan 

nilai pinjaman setiap program, disampaikan 
kepada Komisi XI DPR RI sebelum 
Pembacaan Nota Keuangan RAPBN Tahun 
Anggaran 2024. 
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C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 
BLU Pusat Investasi Pemerintah, BLU Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, 
dan Risiko 

79.534.353.000 

2 
Dukungan 
Manajemen  

7.255.701.720.000 

 

a. DJPb (Tanpa BLU) 1.275.832.924.000 

b. BLU PIP 72.815.300.000 

c. BLU BPDPKS 5.837.450.257.000 

d. BLU BPDLH 69.603.239.000 

Jumlah 7.335.236.073.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan 
sebagai berikut: 
1) DJPB dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang 
perbendaharaan, diarahkan untuk 
mengelola neraca keuangan dan treasury 
pemerintah yang akuntabel, inovatif, 
prudent, dan modern dalam mempercepat 
transformasi ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan. 
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2) BLU BPDPKS dalam menjalankan belanja 
pemerintah diarahkan untuk peningkatan 
produktivitas perkebunan kelapa sawit, 
peningkatan pendapatan petani, dan 
mendukung diversifikasi energi. 

3) BLU PIP dalam menjalankan belanja 
pemerintah akan meningkatkan perluasan 
penyaluran Ultra Mikro (UMi) yang 
ditunjukkan dengan pemberian fasilitas 
kredit UMi bagi masyarakat non-bankable, 
peningkatan kapabilitas masyarakat dalam 
membuka lapangan usaha, dan peningkatan 
kemandirian usaha bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

4) BLU BPDLH dalam menjalankan belanja 
pemerintah akan meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi 
isu lingkungan melalui pemberian akses 
pendanaan bagi debitur yang bergerak di 
sektor lingkungan hidup. 

 
D. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 6.500.705.000 

2 
Pengelolaan Belanja 
Negara 

13.395.938.000 

3 Dukungan Manajemen 37.013.916.000 

Jumlah 56.910.559.000 
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Dengan penguatan kebijakan-kebijakan 
sebagai berikut: 
1) DJPK dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang alokasi 
dan pengelolaan Dana Perimbangan dan 
Transfer ke Daerah (TKD), diarahkan untuk 
memperkecil kesenjangan kemampuan 
keuangan antar daerah dengan daerah serta 
kesenjangan antar daerah dengan pusat. 

2) DJPK akan mempertajam kebijakan DAK 
Fisik yang diarahkan untuk daerah-daerah 
afirmatif lainnya, antara lain daerah dengan 
hutan lindung, daerah cagar alam, daerah 
cagar budaya, dan lain sebagainya, untuk 
dapat mengurangi kesenjangan kemampuan 
fiskal antar daerah, kebijakan tersebut 
disampaikan pada saat Nota Keuangan 
RAPBN Tahun Anggaran 2024. 

3) DJPK dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan DAK Fisik 
memperkuat alokasi dalam mempercepat 
pembangunan daerah dan mendorong 
pertumbuhan perekonomian daerah. 

2. Persetujuan Pagu Indikatif akan dilakukan dalam 
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri 
Keuangan. 

4 Rapat Dengar 
Pendapat dengan: 
1. Sekretaris Jenderal 

Kementerian 
Keuangan; 

Rapat tanggal, 13 
Juni 2023 di Ruang 
Rapat Komisi XI, 
Gedung Nusantara I 
Lantai 1. 

Komisi XI DPR RI bersama Sekretaris Jenderal, 
Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Kementerian Keuangan, menyepakati: 
1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 

dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan 
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
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2. Inspektur Jenderal 
Kementerian 
Keuangan; 

3. Kepala Badan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Kementerian 
Keuangan; 

4. Plt. Direktur Utama 
BLU LPDP; dan 

5. Direktur Utama 
BLU STAN. 

Keuangan Kementerian Keuangan mengenai 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Eselon I 
Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi 
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-
PPKF) tahun 2024, dengan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) sebagai berikut: 
 
Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Dukungan 
Manajemen 

 
30.134.905.047.000 

 

c. Setjen (Tanpa 
BLU) 

26.890.224.285.000 

d. BLU LPDP 3.244.680.762.000 

Jumlah 30.134.905.047.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) Setjen mengoptimalkan reformasi birokrasi 

dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), Proses 
Bisnis, Digitalisasi, dan Cara Kerja Baru yang 
ditunjukkan dengan perbaikan pelayanan, 
penguatan SDM yang berintegritas dan 

profesional, proses bisnis dan kebijakan yang 
sederhana, memberi kepastian dan harmonis 
didukung sistem informasi yang semakin baik, 
dan ekosistem kerja yang semakin kolaboratif. 

2) Setjen, dalam mengelola Sekretariat 
Pengadilan Pajak, Komite Pengawas 
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Perpajakan, dan Pusat Pembinaan Profesi 
Keuangan, diarahkan untuk memperkuat 
peningkatan kualitas kebijakan dan 
administrasi serta mewujudkan ekosistem 
good governance. 

3) Setjen menyampaikan laporan yang lebih 
komprehensif terhadap evaluasi kinerja 
reformasi birokrasi dengan mengidentifikasi 
capaian kemajuan, pending issue, upaya 
perbaikan, serta target-target yang meliputi 
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, 
pelayanan publik, sistem pengawasan internal, 
digitalisasi perpajakan, serta penguatan komite 
pengawas perpajakan. 

4) Kebijakan program dan layanan BLU LPDP 
diarahkan untuk mendukung program 
kompetensi sumber daya nasional yang akan 
menjadi rujukan Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya 
dalam mengembangkan sumber daya manusia 
dan talenta nasional. 

5) BLU LPDP mengoptimalkan pengelolaan Dana 
Abadi Pendidikan yang optimal baik dari sisi 
investasi maupun dalam pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
penyelesaian roadmap pengelolaan Dana Abadi 

Pendidikan untuk disampaikan kepada Komisi 
XI DPR RI pada akhir Desember 2023. 

6) BLU LPDP meningkatkan layanan program 
beasiswa dengan memperluas sosialisasi 
kepada masyarakat dan mempermudah akses 
layanan. 
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A. Inspektorat Jenderal 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, dan 
Risiko 

1.123.562.000 

2 Dukungan Manajemen 59.060.950.000 

Jumlah 60.184.512.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) Itjen memperkuat sistem pengawasan internal 

di lingkungan Kementerian Keuangan untuk 
membangun integritas yang ditunjukkan 
dengan tindakan pencegahan yang efektif, 
deteksi dini, dan respon penindakan yang 
tegas dan cepat. 

2) Itjen meningkatkan kinerjanya dalam 
menyelenggarakan pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Keuangan, yang 
ditunjukkan dengan tercapainya transformasi 
kelembagaan mencakup manajemen Sumber 

Daya Manusia, Penataan Kelembagaan, 
Penataan Proses Bisnis dan Digitalisasi, dan 
Penguatan Teknis Pengawasan. 

3) Itjen memastikan pengisian dan formasi SDM 
yang memiliki kecukupan kompetensi. 
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B. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara 
STAN  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Dukungan Manajemen  680.385.255.000 

 
e. BPPK (Tanpa BLU) 668.918.255.000 

f. BLU PKN STAN 11.467.000.000 

Jumlah 680.385.255.000 

Dengan penguatan kebijakan-kebijakan sebagai 
berikut: 
1) BPPK, meningkatkan kualitas Pendidikan, 

Pelatihan, dan Sertifikasi kompetensi 
dibidang keuangan negara yang ditunjukkan 
dengan tercapainya pembelajaran mandatory 
dan strategis secara komprehensif dan end to 
end, dan pengembangan kompetensi 
individual dibidang keuangan 
Negara/Daerah. 

2) BLU STAN memperkuat penyelenggaraan 
Pendidikan vokasi yang fit for purpose 
dibidang keuangan negara termasuk pada 
penguasaan teknologi dan informasi, 
penyelenggaraan penelitian terapan 

berkualitas tinggi yang berorientasi dibidang 
keuangan negara, pengabdian kepada 
masyarakat, dan pengembangan organisasi 
dan SDM yang agile dan beretika, 
pengembangan infrastruktur dan optimalisasi 
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BLU, dan basis teknologi informasi yang 
andal dan terintegrasi. 

2. Persetujuan Pagu Indikatif akan dilakukan dalam 
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri 
Keuangan. 

5 Rapat Kerja dengan 
Menteri Keuangan 

Pengambilan 
Keputusan RKP dan 
RKA Pagu Indikatif 
Kementerian 
Keuangan Tahun 
Anggaran 2024. 
Rapat tanggal, 14 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, 
menyepakati hal-hal sebagai berikut: 
1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan 

atas Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 
Kerja Anggaran Pagu Indikatif Kementerian 
Keuangan Tahun 2024, yang dilaksanakan pada 
Senin – Selasa, 12-13 Juni 2023. 

 
2. Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam 

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 
Anggaran 2024 sebesar 
Rp48.353.424.381.000,00 (Empat Puluh 
Delapan Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga 
Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta 
Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), 
dengan rincian per program dan fungsi sebagai 
berikut: 

(dalam rupiah) 

NO NAMA PROGRAM JUMLAH 

1 Kebijakan Fiskal  40.235.949.000 

2 Pengelolaan Penerimaan 
Negara 

2.482.928.679.
000 

3 Pengelolaan Belanja 
Negara 

28.741.671.000 

4 Pengelolaan 
Perbendaharaan, 

310.821.588.00
0 
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Kekayaan Negara dan 
Risiko 

5 Dukungan Manajemen 45.490.696.494
.000 

Total 48.353.424.38
1.000 

 
(dalam rupiah) 

FUNGSI / PROGRAM PAGU INDIKATIF 

015 KEMENTERIAN 
KEUANGAN 

48.353.424.381.000 

01 – FUNGSI 
PELAYANAN UMUM 

44.708.641.982.000 

  
Program Kebijakan 
Fiskal 

40.235.949.000 

  
Program Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

2.478.633.197.000 

  
Program Pengelolaan 
Belanja Negara 

28.741.671.000 

  

Program Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, 
dan Risiko 

310.821.588.000 

  
Program Dukungan 
Manajemen 

41.850.209.577.000 

04 – FUNGSI EKONOMI 161.872.711.000 

  
Program Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

4.295.482.000 

  
Program Dukungan 
Manajemen 

157.577.229.000 
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10 – FUNGSI 
PENDIDIKAN 

3.482.909.688.000 

  
Program Dukungan 
Manajemen 

3.482.909.688.000 

 
Dengan masing-masing Eselon I dan Badan 
Layanan Umum Kementerian Keuangan sebagai 
berikut: 

A. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Kebijakan 
Fiskal 

1.456.485.000 

2 
Pengelolaan 
Penerimaan 
Negara 

5.648.851.000 

3 
Pengelolaan 
Belanja Negara 

15.345.733.000 

4 
Dukungan 
Manajemen 

41.369.138.000 

 Jumlah 63.820.207.000 

 
Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai berikut: 

1) Penguatan tata kelola Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dengan perluasan 
pemanfaatan Informasi Teknologi, peningkatan 
pengawasan dan kepatuhan, serta sinergi 
untuk meningkatkan PNBP. 

2) Direktur Jenderal Anggaran meningkatkan 
kualitas belanja negara yang ditunjukkan 
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dengan implementasi anggaran berbasis 
kesejahteraan di seluruh 
Kementerian/Lembaga (K/L), dan menetapkan 
lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari 
RKA seluruh K/L pada APBN Tahun Anggaran 
2024. 

3) Direktur Jenderal Anggaran meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
APBN, pada tahun anggaran berjalan, dalam 
merespon perubahan-perubahan kebijakan 
fiskal. 

4) DJA dan BKF, mempercepat capaian dalam 
penyusunan roadmap reformasi pengelolaan 
program pensiun ASN dan TNI/POLRI oleh 
Pemerintah yang memberikan manfaat pensiun 
yang lebih baik, biaya iuran terjangkau oleh 
Pemerintah dan ASN, tata kelola pengelolaan 
pensiun yang lebih baik. 

5) DJA dan BKF memperkuat kebijakan fiskal 
dalam penanggulangan kemiskinan yang 
disertai dengan pemberdayaan rakyat. 
 

B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Kebijakan Fiskal 188.818.000 

2 
Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

1.550.455.462.000 

3 Dukungan Manajemen 4.645.021.097.000 
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Jumlah 6.195.665.377.000 

 
Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai berikut: 

1) DJP meningkatkan tax ratio melalui penggalian 
potensi peningkatan basis perpajakan dan 
kepatuhan wajib pajak, dengan tetap menjaga 

iklim usaha dan mendukung transformasi 
ekonomi. 

2) DJP bersama dengan BKF memastikan insentif 
pajak dilakukan semakin terarah yang 
ditunjukkan dengan indikator-indikator yang 
terukur dalam mendukung iklim dan daya 
saing usaha, serta transformasi ekonomi yang 
bernilai tambah tinggi. 

3) DJP memperkuat pengelolaan data berbasis 
risiko dan mengoptimalkan core tax system 
pada Tahun 2024. 

4) DJP memperkuat sistem pengawasan internal. 
 

C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 3.980.172.000 

2 
Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

922.528.884.000 

3 Dukungan Manajemen 1.914.854.851.000 

 Jumlah 2.841.363.907.000 
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Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) DJBC meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor kepabeanan dan cukai dengan tetap 
menjaga iklim usaha yang kondusif untuk 
investasi, daya saing, dan transformasi 
ekonomi. 

2) DJBC mempercepat dan memperkuat 
transformasi sistem administrasi penerimaan 
negara melalui optimalisasi informasi 
teknologi. 

3) DJBC meningkatkan kinerja pelayanan publik 
dalam melaksanakan mandat tugas 
pemeriksaan kepabeanan dan cukai. 

4) Pelaksanaan ekstensifikasi cukai melalui 
penambahan objek cukai baru, seperti cukai 
atas Produk Plastik dan Minuman Berpemanis 
Dalam Kemasan, dikonsultasikan kepada 
Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan 
persetujuan. 
 

D. Lembaga Nasional Single Window (LNSW) 
(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Pengelolaan 
Penerimaan Negara 

4.295.482.000 

2 Dukungan Manajemen 87.973.990.000 

Jumlah 92.269.472.000 



Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 – 29 Juni 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 56 

 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) LNSW meningkatkan kinerjanya dalam 

mendukung penerimaan negara yang optimal 
dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan 
PNBP, yang ditunjukkan dengan indeks 
efisiensi pelayanan ekspor, impor, dan logistik. 

 
E. Badan Kebijakan Fiskal 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 27.230.432.000 

2 Dukungan Manajemen 46.689.783.000 

 Jumlah 73.920.215.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) BKF mempertajam rumusan kebijakan 

ekonomi makro dan fiskal yang ditunjukkan 
dengan indikator-indikator terukur dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. 

2) BKF dalam menyusun kebijakan fiskal untuk 
mendukung reformasi struktural (human 
capital gap, infrastructure gap, intitutional gap) 
mengoptimalkan capaian target pemerintah 
pada tahun 2024. 

3) BKF meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas perubahan-perubahan kebijakan 
fiskal APBN pada tahun anggaran berjalan. 
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4) BKF berkoordinasi dengan K/L terkait untuk 
menyelesaikan roadmap industri tembakau. 

5) BKF menyediakan data dan informasi terkait 
kebijakan fiskal program-program pemerintah 
untuk menjadi bahan acuan Komisi XI DPR RI. 

 
F. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) dan BLU Lembaga Manajemen Aset 
Negara  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, 
dan Risiko 

208.774.221.000 

 
c. DJKN (Tanpa BLU) 172.630.442.000 

d. BLU LMAN 36.143.779.000 

2 
Dukungan 
Manajemen 

501.174.306.000 

 
e. DJKN (Tanpa BLU) 390.181.542.000 

f. BLU LMAN 110.992.764.000 

Jumlah 709.948.527.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) DJKN mengoptimalkan transformasi ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan yang 
ditunjukkan dengan pengelolaan kekayaan 
negara, Barang Milik Negara (BMN), investasi 
pemerintah yang produktif dan akuntabel. 
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2) DJKN, dalam mengelola kebijakan dan 
standardisasi teknis Kekayaan Negara yang 
Dipisahkan, diarahkan untuk memperkuat 
tranformasi ekonomi, memiliki dampak yang 
strategis, serta performa keuangan perusahaan 
yang semakin baik. 

3) DJKN agar segera menyelesaikan roadmap 
klasterisasi BUMN sesuai Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan disampaikan kepada Komisi 
XI DPR RI sebelum Pembacaan Nota Keuangan 
RAPBN Tahun Anggaran 2024.  

4) DJKN menyampaikan data Investasi Permanen 
Pemerintah pada BUMN, yang mencapai 
Rp2.753,7 triliun (2022 Unaudited) disertai 
dengan performa keuangan dan kinerja BUMN. 

 
G. Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko dan BLU Lembaga 
Dana Kerja Sama Pembangunan 
Internasional  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 879.337.000 

2 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, dan 
Risiko 

21.389.452.000 

3 Dukungan Manajemen 86.546.441.000 

 a. DJPPR (Tanpa BLU) 45.809.615.000 
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b. BLU LDKPI 40.736.826.000 

Jumlah 108.815.230.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) DJPPR, dalam mengelola pembiayaan APBN, 

menjalankan pengendalian cost of fund yang 
efisien, mengembangkan skema pembiayaan 
inovatif, serta meningkatkan kualitas 
pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan 
negara. 

2) DJPPR, meningkatkan kualitas pengelolaan 
pembiayaan APBN yang ditunjukkan dengan 
kualitas rasio utang terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang semakin rendah, 
imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 
yang optimal, dan tingkat efektivitas 
pengendalian risiko keuangan negara yang 
tinggi. 

3) Kebijakan pemberian hibah diarahkan untuk 
mencapai kepentingan nasional, antara lain: 
mendorong kemajuan perekonomian nasional 
dengan membuka pasar dan peluang investasi 
di luar negeri, meningkatkan diplomasi 
Indonesia untuk memperoleh manfaat politik, 
ekonomi, dan sosial-budaya, dan mendukung 

penghormatan terhadap kedaulatan dan 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 

4) DJPPR menyampaikan data rencana penarikan 
Pinjaman Luar Negeri kegiatan per 
Kementerian/Lembaga (K/L) yang disertai 
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program-program atau kegiatan dan nilai 
pinjaman setiap program, disampaikan kepada 
Komisi XI DPR RI sebelum Pembacaan Nota 
Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024. 
 

H. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 
BLU Pusat Investasi Pemerintah, BLU Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 

Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, 
dan Risiko 

79.534.353.000 

2 
Dukungan 
Manajemen  

7.255.701.720.000 

 

a. DJPb (Tanpa BLU) 1.275.832.924.000 

b. BLU PIP 72.815.300.000 

c. BLU BPDPKS 5.837.450.257.000 

d. BLU BPDLH 69.603.239.000 

Jumlah 7.335.236.073.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) DJPB dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dibidang perbendaharaan, 
diarahkan untuk mengelola neraca keuangan 
dan treasury pemerintah yang akuntabel, 
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inovatif, prudent, dan modern dalam 
mempercepat transformasi ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan. 

2) BLU BPDPKS dalam menjalankan belanja 
pemerintah diarahkan untuk peningkatan 
produktivitas perkebunan kelapa sawit, 
peningkatan pendapatan petani, dan 
mendukung diversifikasi energi. 

3) BLU PIP dalam menjalankan belanja 
pemerintah akan meningkatkan perluasan 
penyaluran Ultra Mikro (UMi) yang 
ditunjukkan dengan pemberian fasilitas kredit 
UMi bagi masyarakat non-bankable, 
peningkatan kapabilitas masyarakat dalam 
membuka lapangan usaha, dan peningkatan 
kemandirian usaha bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

4) BLU BPDLH dalam menjalankan belanja 
pemerintah akan meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat dalam mengatasi isu lingkungan 
melalui pemberian akses pendanaan bagi 
debitur yang bergerak di sektor lingkungan 
hidup. 

 
I. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Kebijakan Fiskal 6.500.705.000 
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2 
Pengelolaan Belanja 
Negara 

13.395.938.000 

3 Dukungan Manajemen 37.013.916.000 

Jumlah 56.910.559.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 

1) DJPK dalam merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan dibidang alokasi dan pengelolaan 
Dana Perimbangan dan Transfer ke Daerah 
(TKD), diarahkan untuk memperkecil 
kesenjangan kemampuan keuangan antar 
Daerah dengan Daerah serta kesenjangan 
antar Daerah dengan pusat. 

2) DJPK akan mempertajam kebijakan DAK Fisik 
yang diarahkan untuk daerah-daerah afirmatif 
lainnya, antara lain Daerah dengan hutan 
lindung, Daerah cagar alam, Daerah cagar 
budaya, dan lain sebagainya, untuk dapat 
mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal 
antar Daerah, kebijakan tersebut disampaikan 
pada saat Nota Keuangan RAPBN Tahun 
Anggaran 2024. 

3) DJPK dalam merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan DAK Fisik memperkuat alokasi 
dalam mempercepat pembangunan Daerah 
dan mendorong pertumbuhan perekonomian 
Daerah. 

 
J. Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan  
(dalam rupiah) 
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NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Dukungan 
Manajemen 

 
30.134.905.047.000 

 

a. Setjen (Tanpa 
BLU) 

26.890.224.285.000 

b. BLU LPDP 3.244.680.762.000 

Jumlah 30.134.905.047.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Setjen mengoptimalkan reformasi birokrasi 

dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), Proses 
Bisnis, Digitalisasi, dan Cara Kerja Baru yang 
ditunjukkan dengan perbaikan pelayanan, 
penguatan SDM yang berintegritas dan 
profesional, proses bisnis dan kebijakan yang 
sederhana, memberi kepastian dan harmonis 
didukung sistem informasi yang semakin baik, 
dan ekosistem kerja yang semakin kolaboratif. 

2) Setjen, dalam mengelola Sekretariat 
Pengadilan Pajak, Komite Pengawas 
Perpajakan, dan Pusat Pembinaan Profesi 
Keuangan, diarahkan untuk memperkuat 
peningkatan kualitas kebijakan dan 
administrasi serta mewujudkan ekosistem 
good governance. 

3) Setjen menyampaikan laporan yang lebih 
komprehensif terhadap evaluasi kinerja 
reformasi birokrasi dengan mengidentifikasi 
capaian kemajuan, pending issue, upaya 
perbaikan, serta target-target yang meliputi 
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, 
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pelayanan publik, sistem pengawasan internal, 
digitalisasi perpajakan, serta penguatan komite 
pengawas perpajakan. 

4) Kebijakan program dan layanan BLU LPDP 
diarahkan untuk mendukung program 
kompetensi sumber daya nasional yang akan 
menjadi rujukan Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya 
dalam mengembangkan sumber daya manusia 
dan talenta nasional. 

5) BLU LPDP mengoptimalkan pengelolaan Dana 
Abadi Pendidikan yang optimal baik dari sisi 
investasi maupun dalam pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
penyelesaian roadmap pengelolaan Dana Abadi 
Pendidikan untuk disampaikan kepada Komisi 
XI DPR RI pada akhir Desember 2023. 

6) BLU LPDP meningkatkan layanan program 
beasiswa dengan memperluas sosialisasi 
kepada masyarakat dan mempermudah akses 
layanan. 

 
K. Inspektorat Jenderal 

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 Pengelolaan 
Perbendaharaan, 
Kekayaan Negara, dan 
Risiko 

1.123.562.000 

2 Dukungan Manajemen 59.060.950.000 
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Jumlah 60.184.512.000 

Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Itjen memperkuat sistem pengawasan internal 

di lingkungan Kementerian Keuangan untuk 
membangun integritas yang ditunjukkan 

dengan tindakan pencegahan yang efektif, 
deteksi dini, dan respon penindakan yang 
tegas dan cepat. 

2) Itjen meningkatkan kinerjanya dalam 
menyelenggarakan pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Keuangan, yang 
ditunjukkan dengan tercapainya transformasi 
kelembagaan mencakup manajemen Sumber 
Daya Manusia, Penataan Kelembagaan, 
Penataan Proses Bisnis dan Digitalisasi, dan 
Penguatan Teknis Pengawasan. 

3) Itjen memastikan pengisian dan formasi SDM 
yang memiliki kecukupan kompetensi. 

 
L. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

(BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara 
STAN  

(dalam rupiah) 

NO PROGRAM 
JUMLAH PAGU 
INDIKATIF 2024 

1 
Dukungan 
Manajemen  

680.385.255.000 

 
a. BPPK (Tanpa BLU) 668.918.255.000 

b. BLU PKN STAN 11.467.000.000 

Jumlah 680.385.255.000 
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Dengan melaksanakan juga hal-hal sebagai 
berikut: 
1) BPPK, meningkatkan kualitas Pendidikan, 

Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi dibidang 
keuangan negara yang ditunjukkan dengan 
tercapainya pembelajaran mandatory dan 
strategis secara komprehensif dan end to end, 
dan pengembangan kompetensi individual 
dibidang keuangan Negara/Daerah. 

2) BLU STAN memperkuat penyelenggaraan 
Pendidikan vokasi yang fit for purpose dibidang 
keuangan negara termasuk pada penguasaan 
teknologi dan informasi, penyelenggaraan 
penelitian terapan berkualitas tinggi yang 
berorientasi dibidang keuangan negara, 
pengabdian kepada masyarakat, dan 
pengembangan organisasi dan SDM yang agile 
dan beretika, pengembangan infrastruktur dan 
optimalisasi BLU, dan basis teknologi 
informasi yang andal dan terintegrasi. 

6 Rapat Kerja dengan 
Menteri PPN/Kepala 
BAPPENAS 

Pengantar RKP dan 
RKA Kementerian 
PPN/BAPPENAS 
Tahun 2024. 
Rapat tanggal, 15 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala 
BAPPENAS, menyepakati: 
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri 
PPN/Kepala BAPPENAS dalam rangka Pengantar 
RKP dan RKA Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 
2024 ditunda dan dilanjutkan kembali pada Hari 
Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB. 

 

7 Rapat Kerja dengan 
Menteri PPN/Kepala 
BAPPENAS 

Pembahasan RKP 
dan RKA 
Kementerian 
PPN/BAPPENAS 
Tahun 2024. 

Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala 
Bappenas, menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 
dari Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang 
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja 
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Rapat tanggal, 19 
Juni 2023. 

Anggaran Pagu Indikatif Kementerian 
PPN/Bappenas Tahun 2024. 

2. Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas 
dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (RAPBN TA 2024) sebesar 
Rp2.102.745.225.000,00 (Dua Triliun 
Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Empat 

Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh 
Lima Ribu Rupiah), dengan rincian per 
program dan fungsi sebagai berikut: 

(dalam rupiah) 

NO NAMA PROGRAM 
PAGU INDIKATIF 
2024 

1 Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional  

1.487.908.735.000 

2 Dukungan Manajemen 614.836.490.000 

Total 2.102.745.225.000 

Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif Kementerian 
PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, sebagai 
berikut: 

(dalam rupiah) 

FUNGSI PAGU ANGGARAN 

055 KEMENTERIAN 
PPN/BAPPENAS 

2.102.745.225.000 

01 – FUNGSI PELAYANAN 
UMUM 

2.102.745.225.000 

  Program 
Perencanaan 

1.487.908.735.000 
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Pembangunan 
Nasional 

  Program Dukungan 
Manajemen 

614.836.490.000 

 
3. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 

tentang usulan tambahan anggaran Pagu 
Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam 
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 
sebesar Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus 

Miliar Rupiah) dan diarahkan untuk kegiatan 
usulan tambahan, sebagai berikut: 
a. Pengembangan Evaluasi Kontribusi 

Kementerian/Lembaga terhadap Kinerja 
Pembangunan Nasional (reviu Belanja K/L, 
Kualitas Output, Kualitas Belanja); 

b. Penguatan Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Rencana, meliputi: 
1) Manajemen Risiko Perencanaan. 
2) Penguatan Pengendalian Perencanaan 

Wilayah. 
c. Penguatan Kapasitas SDM Perencana dalam 

Mengawal Pencapaian Sasaran Indonesia 
Emas. 
Komisi XI DPR RI merekomendasikan agar 
Menteri PPN/Kepala Bappenas 
mempertajam usulan program yang terkait 
dalam menuntaskan RPJMN 2020-2024. 

4. Menteri PPN/Kepala Bappenas meningkatkan 
kualitas belanja negara yang ditunjukkan 
dengan implementasi anggaran berbasis 
kesejahteraan di seluruh 
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Kementerian/Lembaga (K/L), dan menetapkan 
lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari 
RKA seluruh K/L pada APBN Tahun Anggaran 
2024. 

5. Kementerian PPN/Bappenas melaporkan 
kepada Komisi XI DPR RI tentang pelaksanaan 
kebijakan: DAK, Dana Desa, Peta Jalan 
Transisi Energi, Transformasi Ekonomi, 
Penguatan dan Pemanfaatan Regsosek, 
Penyiapan RPJMN 2025-2029, Pelaksanaan 
Inpres Jalan Daerah, Penyusunan Pagu 
Belanja K/L yang Berkualitas, serta Evaluasi 
Kontribusi Kinerja dan Belanja K/L/D, serta 
Pinjaman Luar Negeri. 

6. Kementerian PPN/Bappenas akan 
meningkatkan sosialisasi dan komunikasi hal-
hal pada nomor 5 (lima) dengan Komisi XI DPR 
RI dalam menjalankan fungsi pengalokasian 
dan fungsi pengendalian Kementerian 
PPN/Bappenas. 

7. Kementerian PPN/Bappenas, dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
DAK Fisik, memperkuat alokasi dalam 
mempercepat pembangunan Daerah dan 
mendorong pertumbuhan perekonomian 
Daerah. 

8. Kebijakan pada nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) 
disampaikan pada saat Nota Keuangan RAPBN 
TA 2024. 

9. Kementerian PPN/Bappenas mempertajam 
kebijakan penyusunan Pagu Belanja K/L 
Tahun Anggaran 2024 sehingga belanja K/L 
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diarahkan untuk mencapai target capaian 
Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas 
Strategis dalam memenuhi RPJMN 2020-2024. 

10. Kementerian PPN/Bappenas mempertajam 
kegiatan-kegiatan prioritasnya yang diarahkan 
dalam menuntaskan program-program 
Pemerintah pada Tahun 2024 (sebagai tahapan 
terakhir dari RPJMN 2020-2024) dan evaluasi 
program-program K/L dalam pencapaian 
RPJMN 2020-2024. 

11. Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan Rapat 
Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian 
PPN/Bappenas. 

12. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan 
memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan 
dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi 
XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

8 Rapat Dengar 
Pendapat dengan 
Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah (Kepala 
LKPP) 

Pembahasan RKP 
dan RKA LKPP 
Tahun 2024. 
Rapat tanggal, 21 
Juni 2023. 

Komisi XI DPR RI bersama Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 
dari Kepala LKPP tentang Rencana Kerja 
Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Pagu 
Indikatif LKPP Tahun 2024. 

2. Pagu Indikatif LKPP dalam Pembicaraan 
Pendahuluan Rancangan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2024 (RAPBN TA 2024) setelah usulan 
pergeseran sebesar Rp193.467.598.000,00 
(Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat 
Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus 

Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), 
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dengan rincian per program dan fungsi sebagai 
berikut: 

(dalam rupiah) 

NO 
NAMA 
PROGRAM 

PAGU INDIKATIF 2024 

Semula Menjadi 

1 Pengadaan 
Barang/Jasa 
Nasional  

81.577.200.0
00 

55.253.927.
000 

2 Dukungan 
Manajemen 

111.890.398.
000 

138.213.67
1.000 

Total 193.467.598.
000 

193.467.59
8.000 

 
Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif LKPP Tahun 
Anggaran 2024, sebagai berikut: 

(dalam rupiah) 

FUNGSI PAGU ANGGARAN 

106 Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 

193.467.598.000 

01 – FUNGSI PELAYANAN 
UMUM 

 

  Program Pengadaan 
Barang/Jasa 
Nasional 

55.253.927.000 

  Program Dukungan 
Manajemen 

138.213.671.000 

 
3. Komisi XI DPR RI menyetujui usulan 

tambahan anggaran Pagu Indikatif LKPP dalam 
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 
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sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh 

Miliar Rupiah) dan diarahkan untuk 
memperkuat kegiatan kolaborasi dan 
sosialisasi bersama stakeholder dalam rangka 
mendukung peningkatan penggunaan PDN 
dan peran UMK-K serta percepatan 
penyerapan belanja melalui e-katalog, untuk 
diusulkan dalam RAPBN TA 2024 dan akan 
disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN TA 
2024. 

4. LKPP meningkatkan kinerja pelayanan, bagi 
pemangku kepentingan, yang menggunakan 
layanan pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik, agar memenuhi prinsip-prinsip 
good governance. 

5. LKPP memperkuat kebijakan, pelaksanaan dan 
sosialisasi pengadaan barang dan jasa melalui 
e-katalog untuk meningkatkan penggunaan 
produk dalam negeri dan peran UMK-K. 

6. LKPP memperkuat kebijakan standardisasi 
pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog 
yang dapat memastikan penggunaan produk 
dalam negeri dan peran UMK-K. 

7. Kepala LKPP akan memberikan jawaban 
tertulis atas pertanyaan dan tanggapan 
Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja. 

9 Rapat Dengar 
Pendapat dengan 
Sekretaris Jenderal 
Badan Pemeriksa 

Pembahasan RKP 
dan RKA Badan 
Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia 

Komisi XI DPR RI bersama Sekretaris Jenderal BPK 
RI, menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan 
dari Sekjen BPK RI tentang Rencana Kerja 
Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Pagu 
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Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) 

(BPK RI) Tahun 
2024. 

Indikatif BPK RI Tahun 2024. 
2. Pagu Indikatif BPK RI sebagai usulan awal 

dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (RAPBN TA 2024) setelah 
usulan pergeseran sebesar 
Rp4.673.975.647.000 (Empat Triliun Enam 
Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan 

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus 
Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan 
rincian per program dan fungsi sebagai 
berikut: 

(dalam rupiah) 

NO 
NAMA 
PROGRAM 

PAGU INDIKATIF 2024 

Semula Menjadi 

1 Pemeriksaan 
Keuangan 
Negara  

3.859.059.577
.000 

3.954.847.5
02.000 

2 Dukungan 
Manajemen 

814.916.070.0
00 

719.128.14
5.000 

Total 4.673.975.64
7.000 

4.673.975.
647.000 

 
Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif BPK RI Tahun 
Anggaran 2024, sebagai berikut: 

(dalam rupiah) 

FUNGSI PAGU ANGGARAN 

004. Badan Pemeriksa 
Keuangan 

4.673.975.647.000 

01 – FUNGSI 
PELAYANAN UMUM 
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  Program 
Pemeriksaan 
Keuangan 
Negara 

3.954.847.502.000 

  Program 
Dukungan 

Manajemen 

719.128.145.000 

 
3. Komisi XI DPR RI memahami usulan 

tambahan anggaran Pagu Indikatif BPK RI 
dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 
2024 Rp2.712.820.978.000,00 (Dua Triliun 
Tujuh Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus 
Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh 
Delapan Ribu Rupiah) dan diarahkan untuk 
memperkuat: 
a. Pemeriksaan Keuangan Negara; 
b. Dukungan Manajemen. 
dalam RAPBN TA 2024 dan akan disesuaikan 
dengan ruang fiskal RAPBN TA 2024. 

4. Penjelasan dan pembahasan lebih lanjut atas 
kebutuhan anggaran BPK RI tersebut di atas, 
akan dilakukan dalam rapat konsultasi BPK RI 
dengan Komisi XI DPR RI sebelum tanggal 14 
Juli 2023. 

5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud 
pada butir 4 (empat) di atas, akan 
disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai 
bahan penyusunan RUU APBN TA 2024. 

 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

- 
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1. 12 RUU 

KABUPATEN/KOTA di 

Provinsi Sumatera 

Utara 

Rapat Panja Badan 

Legislasi dalam 

rangka 

pengharmonisasian, 

pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi 

atas 12 RUU 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera 

Utara tanggal 19 Juni 

2023, pukul 10.00 

WIB. 

1. Rapat Panja pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
atas 12 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara, yaitu: RUU tentang Kota 

Binjai, RUU tentang Kabupaten Langkat, 
RUU tentang Kabupaten Karo, RUU 

tentang Kota Medan, RUU tentang Kota 
Tebing Tinggi, RUU tentang Kabupaten 
Deli Serang, RUU tentang Kota 

Tanjungbalai, RUU tentang Kabupaten 
Asahan, RUU tentang Kabupaten 
Labuhanbatu, RUU tentang Kabupaten 

Tapanuli Utara, RUU tentang Kabupaten 
Tapanuli Tengah, dan RUU tentang 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 
2. Rapat menyetujui pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

terhadap kedua belas RUU 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Utara tersebut dan Rapat Panja akan 
menjadwalkan untuk membahas 7 (tujuh) 
RUU Kabupaten/Kota yang masih tersisa. 

 

2. RUU tentang 

PERUBAHAN KEDUA 

Rapat Badan Legislasi 

dalam rangka 

1. Rapat Badan Legislasi dengan agenda 
presentasi Tim Ahli Badan Legislasi 

untuk draf awal penyusunan RUU 
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ATAS UNDANG-

UNDANG NOMORR 6 

TAHUN 2014 

TENTANG DESA 

Penyusunan tanggal 

19 Juni 2023, pukul 

13.00 WIB. 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. 

2. RUU ini diusulkan berdasarkan Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 
Tahun 2023 dan masuk dalam RUU 
Daftar Kumulatif Terbuka sebagai 

tindaklanjut Putusan Mahkamah 
Konstitusi RI. 

3. RUU tentang Perubahan atas UU Desa ini 
terdiri atas 20 (dua) puluh angka 
perubahan, yaitu: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

4, Pasal 4A, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 49, 

Pasal 50, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 67, 
Pasal 72, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 86, 
dan Pasal 118. 

4. Perubahahan Pasal 2 terkait redaksi 
pasal. Perubahan Pasal 3 terkait  
penambahan asas legalitas. Perubahan 

Pasal 4 terkait kedudukan Desa. 
Penambahan Pasal 4A terkait penetapan 

wilayah yurisdiksi Desa. Perubahan Pasal 
26 terkait tugas dan kewenangan Kepala 
Desa. Perubahan Pasal 27 terkait 

kewajiban Kepala Desa. Perubahan Pasal 
33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 39 

terkait persyaratan, pemilihan, dan masa 
jabatan Kepala Desa. Pasal 48, Pasal 49, 
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Pasal 50 terkait perangkat Desa. Pasal 56 

dan Pasal 62, terkait Badan 
Permusyawaratan Desa. Pasal 67 terkait 
hak dan kewajiban masyarakat Desa. 

Pasal 72 terkait keuangan desa. Pasal 78, 
Pasal 79, dan Pasal 86 terkait rencana 
pembangunan dan sistem informasi 

pembangunan Desa. Pasal 118 terkait 
Pasal Peralihan. 

3. Mahasiswa Program 

Doktor Universitas 17 

Agustus Semarang 

Audiensi Badan 

Legislasi tanggal 19 

Juni 2023, pukul 

16.00 WIB. 

Pimpinan Badan Legislasi (Dr. Supratman 
Andi Agtas) menerima audiensi mahasiswa 

calon doktor dari universitas 17 Agustus 
Semarang. 

 

4. Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) dan 

Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) 

Rapat Dengar 

Pendapat Umum 

(RDPU) Badan 

Legislasi dalam 

rangka Pemantauan 

dan Peninjauan 

Undang-Undang yang 

terkait Sandang 

(Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian 

(UU Perindustrian) 

dan Undang-Undang 

RDPU Badan Legislasi dengan API dan 
APINDO bertujuan untuk mendapatkan 

masukan/pandangan dalam rangka 
Pemantauan dan Peninjauan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
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Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan 

(UU Perdagangan) 

dengan Asosiasi 

Pertekstilan Indonesia 

(API) dan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(APINDO) tanggal 21 

Juni 2023, pukul 

10.00 WIB. 

5. 2 (dua) orang 

Narasumber Pemerhati 

Tekstil: 

- Ibu Elis Masitoh, 

S.Si.T, 

M.M.(Pembina 

Industri di Badan 

Standardisasi 

Kebijakan dan Jasa 

Industri) dan; 

- Sdr. Nandi 

Herdiaman (Ketua 

Umum Ikatan 

Pengusaha 

Rapat Dengar 

Pendapat Umum 

(RDPU) Badan 

Legislasi tanggal 21 

Juni 2023, pukul 

13.00 WIB. 

RDPU Badan Legislasi untuk mendapatkan 

masukan/pandangan dalam rangka 
Pemantauan dan Peninjauan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
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Konveksi Bandung 

– IPKB). 

6. RUU tentang 

PERUBAHAN KEDUA 

ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 

TENTANG DESA 

Rapat Panja Badan 

Legislasi dalam 

rangka Penyusunan 

RUU tanggal 22 Juni 

2023, pukul 10.00 

WIB. 

1. Pembahasan secara komprehensif dan 

mendalam terhadap pasal-pasal dalam 
draf RUU tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 
2. Rapat Panja dijadwalkan kembali pada 

tanggal 26 Juni 2023. 

 

7. Mahasiswa dari 

Universitas Gadjah 

Mada Yogya 

Audiensi Badan 

Legislasi tanggal 26 

Juni 2023, pukul 

10.00 WIB. 

Anggota Badan Legislasi (Zulfikar Arse 

Sadikin) menerima audiensi mahasiswa dari 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

8. RUU tentang 

PERUBAHAN KEDUA 

ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 

TENTANG DESA 

Rapat Panja Badan 

Legislasi Ke-2 dalam 

rangka Penyusunan 

RUU tanggal 26 Juni 

2023, pukul 13.00 

WIB. 

1. Melanjutkan pembahasan secara 

komprehensif dan mendalam terhadap 
pasal-pasal dalam draf RUU tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2. Rapat Panja diskors dan dilanjutkan 

kembali pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 
10.00 WIB. 

 

9. Rapat Panja Badan 

Legislasi Ke-3 dalam 

rangka Penyusunan 

RUU tanggal 27 Juni 

2023, pukul 10.00 

WIB. 

1. Melanjutkan pembahasan secara 
komprehensif dan mendalam terhadap 
pasal-pasal dalam draf RUU tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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2. Rapat Panja akan dilanjutkan kembali 

pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 10.00 
WIB. 

10. Kementerian 

Perindustrian RI dan 

Kementerian 

Perdagangan 

Perdagangan RI  

Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) 

Badan Legislasi dalam 

rangka Pemantauan 

dan Peninjauan 

Undang-Undang yang 

terkait Sandang 

(Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian 

(UU Perindustrian) 

dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan 

(UU Perdagangan) 

tanggal 27 Juni 2023, 

pukul 15.00 WIB. 

1. RDP Badan Legislasi dengan Kementerian 
Perindustrian RI dihadiri oleh Plt Dirjen 

Industri, Kimia, Farmasi, dan Tekstil 
(Ignatius Warsito); Direktur Industri 
Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Adie 

Rochmanto Pandiangan); Direktur 
Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 

(Binoni Tio A. Napitupulu) dan 
Kementerian Perdagangan dihadiri oleh 
Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar 

(Moga Simatupang, S.Sos) bertujuan 
untuk mendapatkan 

masukan/pandangan dalam rangka 
Pemantauan dan Peninjauan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian dan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan. 

2. Badan Legislasi meminta 
masukan/pandangan secara tertulis dari 

kedua kementerian dalam waktu 1 (satu) 
minggu – sebelum dilaksanakannya 
kunjungan kerja terkait kegiatan 

pemantauan dan peninjauan undang-
undang tersebut. 
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1. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB DPR 

RI – Parlemen Mesir ke 
Kairo, Mesir tanggal 11 
– 17 Juni 2023. 

Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Mesir yang 

dipimpin oleh Guntur Sasono (F-PD) mengadakan 
kunjungan ke Kairo, Mesir. Delegasi 
beranggotakan: 

1. Haeny Relawati Rini Widyastuti (F-PG) 
2. Haruna (F-PKB) 
3. Surahman Hidayat (F-PKS) 

4. Muslim (F-PD) 
 

Selama kunjungan, delegasi mengadakan 
pertemuan dengan: 
1. PPMI Mesir 

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - 
Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur 

Sasono (F-PD) menerima audiensi Pengurus 
PPMI di Mesir yang diketuai oleh Presidennya 
Auzi'na Azmal Umuur di Kairo (12/6/2023). 

 
Dalam pertemuan tersebut didiskusikan 
berbagai program dan kendala yang dihadapi 

para mahasiswa yang sedang belajar di Mesir. 
PPMI Mesir memiliki program "2000 Lc untuk 

Negeri" dimana nantinya diharapkan alumni dari 
Kairo tidak akan menemukan kesulitan ketika 
telah menyelesaikan studi di Kairo dan kembali 
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ke tanah air. Untuk itu mereka meminta 

dukungan para anggota DPR RI untuk mencapai 
harapan tersebut. 
 

Berbagai permasalahan yang dihadapi para 
mahasiswa antara lain tidak adanya jaminan 
kesehatan, terbatasnya sarana kesehatan, 

tempat tinggal yang kurang layak dan peraturan 
yang seringkali berubah-ubah.  

 
Delegasi GKSB menyambut baik program 
kegiatan PPMI dan mendukung apa yang telah 

dan akan dilakukan oleh PPMI. Disampaikan 
delegasi bahwa nanti setelah kembali ke tanah 
air, perlu difollow up berbagai program tersebut, 

diingatkan pula pentingnya membangun 
jaringan dan memanfaatkan media sosial utk 

menyebarluaskan informasi tentang program 
dan kegiatan PPMI. 
Hadir dalam kegiatan tersebut 7 orang 

perwakilan dari pengurus PPMI yang berasal dari 
berbagai jurusan studi di Universitas Al Azhar 

Kairo dan juga Anggota GKSB DPR RI - Parlemen 
Mesir, Haruna (F.PKB), Dr. Surahman Hidayat 
(F.PKS), dan Muslim (F.PD). 

 
2. Duta Besar Indonesia untuk Mesir / KBRI 

Kairo 
Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - 
Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur 
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Sasono (F.PD) melakukan Courtesy Call dengan 

Dubes Indonesia untuk Mesir, H.E. Lutfi Rauf  di 
KBRI Kairo (13/6/2023). 
 

Dubes menyambut baik kunjungan Delegasi 
GKSB dan berharap pertemuan dengan 

parlemen nantinya dapat meningkatkan 
hubungan baik diantara kedua parlemen. 
 

Ketua Delegasi menyampaikan apresiasi atas 
bantuan dan dukungan Dubes sehingga 
kunjungan GKSB ini dapat terlaksana. 

Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir 
yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan perlu 

terus ditingkatkan. Indonesia memandang 
penting posisi Mesir karena Mesir merupakan 
salah satu negara yang pertama kali mengakui 

kemerdekaan Indonesia dan memberikan 
bantuan kepada Indonesia yang baru merdeka. 
 

Posisi strategis Mesir juga perlu dimanfaatkan 
sebagai peluang untuk peningkatan kerja sama 

ekonomi kedua negara.  
 
Setelah acara courtesy call, acara dilanjutkan 

dengan pertemuan dengan jajaran KBRI Cairo. 
 

Dubes menyampaikan bahwa mengingat 
sebagian besar masyarakat Indonesia yang ada 
di Mesir adalah pelajar, maka fokus kegiatan 
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KBRI terutama terkait dengan memberikan hak 

pendidikan dan perlindungan bagi para 
mahasiswa di Mesir. 
 

Tingginya minat masyarakat Indonesia yang 
ingin belajar di Kairo menjadi permasalhan 
tersendiri karena pengelolaan/manajemen 

penerimaan mahasiswa yang kurang baik. 
Banyak permasalahan muncul karena 

kurangnya koordinasi dan perhatian yang cukup 
dari pemerintah pusat. 
 

KBRI juga melakukan jemput bola untuk 
menjangkau masyarakat yang memerlukan 
pelayanan kekonsuleran dan memberikan 

bantuan hukum bagi yang terlibat masalah 
hukum di Mesir. 

 
Dubes juga meminta dukungan DPR RI untuk 
mempertahankan sekolah Indonesia yang ada di 

Mesir mengingat nilai sejarah yang tinggi dan 
manfaat besar dari adanya sekolah tersebut bagi 

para masyarakat Indonesia disana. 
 
Delegasi menyampaikan dukungannya atas 

kinerja KBRI dan sebagai representasi 
masyarakat akan membantu untuk mencarikan 
solusi atas berbagai permasalahan yang 

dihadapi. 
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Ketua Delegasi juga mengingatkan bahwa 

Indonesia akan menghadapi tahun politik tahun 
depan, diharapkan semua WNI dapat 
menggunakan hak pilihnya dengan baik. 

 
3. Parlemen Mesir 

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - 

Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur 
Sasono (F.PD) melakukan Pertemuan dengan 

Komisi Pertanian Parlemen Mesir yang dipimpin 
oleh  General Hesham El Hosary beserta Komisi 
Ekonomi Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Dr. 

Muhammad Ali Abdel Hamid di Kairo 
(14/6/2023). 
 

Parlemen Mesir menyambut baik kunjungan 
Delegasi GKSB dan berharap kunjungan ini 

akan dapat meningkatkan hubungan baik 
diantara kedua parlemen. 
 

Hubungan diplomatik yang sangat baik antara 
Indonesia dengan Mesir yang telah terjalin sejak 

lama perlu ditingkatkan dalam kerja sama nyata 
dalam berbagai bidang, termasuk dalam kerja 
sama ekonomi, perdagangan, maupun pertanian 

diantara kedua negara. 
 
Saat ini Mesir mengimpor kelapa sawit, kakao 

dan kopi dari Indonesia dan Indonesia banyak 
mengimpor fosfat dan kurma dari Mesir. Namun 
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demikian jumlahnya masih kurang signifikan 

dan dapat terus ditingkatkan. 
 
Pemerintah Mesir tengah berupaya bangkit dari 

krisis setelah berbagai tantangan yang dihadapi 
belakangan ini, seperti Covid 19 dan perang 
Ukraina- Rusia yang memengaruhi dunia. 

Diharapkan kerja sama ekonomi dapat 
memulihkan pertumbuhan dan bangkit dari 

krisis. 
 
Berbagai hal juga dibahas dalam pertemuan 

tersebut termasuk upaya peningkatan kerja 
sama dalam bidang pertanian dan peternakan 
dimana Mesir melihat Indonesia sudah lebih 

maju dalam hal tersebut.  
Selain itu juga dibahas terkait pengendalian 

penduduk, ketahanan pangan, kerja sama 
pendidikan dan penelitian, dimana banyak 
masyarakat Indonesia yang belajar di Kairo, dan 

juga perlunya perlindungan kesehatan bagi para 
mahasiswa yang belajar di Kairo. 

 
Indonesia menyambut baik berbagai usulan 
peningkatan kerja sama di berbagai bidang dan 

juga menambahkan perlunya mengambil 
peluang untuk pengelolaan wisata religi karena 
Mesir memiliki keunggulan dengan adanya 

peradaban Islam yang bisa menjadi magnet 
untuk wisata religi. 
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Kedua parlemen juga membahas tentang 
pentingnya tugas dan pelaksanaan fungsi 
parlemen, serta mekanisme kerja di masing - 

masing parlemen. Kedua parlemen sepakat 
untuk peningkatan kerja sama antar parlemen 
termasuk saling kunjung. 

 
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota GKSB 

DPR RI - Parlemen Mesir, Haeny Relawati Rini 
Widyastuti (F.PG), Haruna (F.PKB), Dr. 
Surahman Hidayat (F.PKS), dan Muslim (F.PD), 

jajaran Komisi Pertanian dan Komisi Ekonomi 
Mesir dan perwakilan dr KBRI Kairo. 

 

4. Pengusaha Mesir 
Dalam rangkaian kunjungan Delegasi Grup 

Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Mesir 
yang dipimpin oleh Guntur Sasono (F.PD) 
delegasi melakukan pertemuan dengan para 

pengusaha Mesir yang difasilitasi oleh Dubes 
Indonesia di KBRI Kairo (13/6). 

 
Para pengusaha yang hadir dalam pertemuan ini 
adalah para pengusaha yang telah melakukan 

ekspor/impor dengan Indonesia.  
 
Saat ini telah dilaksanakan ekspor kopi dari 

Indonesia, dan dari Mesir produk yang bisa 



Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 – 29 Juni 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 88 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

ditawarkan antara lain produk makanan dan 

bawang. 
 
Permasalahan saat ini adalah karena sedang 

jatuhnya mata uang Pound Mesir sehingga 
penggunaan valas diperketat yang 
mengakibatkan kesulitan transaksi untuk proses 

ekspor impor, untuk itu ditawarkan penggunaan 
sistem imbal beli atau barter produk antara 

kedua negara. 
 
Masih sangat banyak peluang untuk 

peningkatan kerja sama perdagangan, untuk itu 
perlu dipertimbangkan untuk pembentukan joint 
venture atau pembentukan joint committee trade 
untuk menjembatani perdagangan kedua 
negara. 

 
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran lengkap 

KBRI dan juga Anggota GKSB DPR RI - Parlemen 
Mesir, Haeny Relawati Rini Widyastuti (F.PG), 
Haruna (F.PKB), Dr. Surahman Hidayat (F.PKS), 

dan Muslim (F.PD) dan jajaran Atase 
Perdagangan KBRI Kairo. 

 
5. Egypt Youth Council 

Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Mesir yang 

dipimpin oleh Guntur Sasono (F.PD) 
berkesempatan bertemu dengan perwakilan dari 
Egypt Youth Council yang merupakan organisasi 
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kepemudaan terbesar di Mesir (16/6). Hadir 

perwakilan dari EYP tersebut, Dr. Mohamed 
Mamdouh selaku Ketua EYP dan juga anggota 
parlemen muda Senator Ahmed Samir Zakaria 

dan Fatma serta Kirlos Nabil Farid, Manajer 
Protokol organisasi tersebut di Kairo. 
 

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa 
organisasi tersebut telah aktif bekerja sama 

dengan KBRI Kairo sejak 5 tahun lalu dan terus 
aktif dalam menjalin kerja sama di berbagai 
bidang. Kerja sama yang terjalin bukan hanya 

dalam hal politik, tapi juga dibidang ekonomi 
dan perdagangan, kerja sama kebudayaan, 
promosi pariwisata, Pendidikan dan berbagai 

bidang lainnya. 
Saat ini pemuda-pemudi Mesir tengah aktif 

untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, baik di 
pemerintahan, parlemen, maupun dibidang 
lainnya. Mesir merasa perlu belajar dari 

Indonesia yang sudah lebih maju dalam hal 
keikutsertaan Pemuda di Politik maupun bidang 

lainnya serta ingin mengetahui tentang 
organisasi kepemudaan di Indonesia termasuk 
Undang-Undang yang mengatur terkait hal 

tersebut. 
Delegasi mengapresiasi berbagai kegiatan yang 
telah dilakukan oleh Egypt Youth Council 
tersebut dan mendukung berbagai usulan kerja 
sama dan upaya untuk mempererat hubungan 
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antara pemuda di kedua negara dengan berbagai 

kegiatan. 
Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 
40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang 

mengatur berbagai hal terkait kepemudaan 
termasuk batasan usia pemuda. Disampaikan 
pula bahwa di Indonesia, banyak Pemuda yang 

aktif terjun dibidang politik dan menjadi Anggota 
Parlemen maupun pimpinan Daerah di usia 

muda. Diharapkan Pemuda Mesir juga aktif dan 
berani untuk turut serta berpolitik dan 
berkompetisi dalam berbagai hal.  

Diingatkan pula bahwa dalam menghadapi 
Pemilu di Mesir tahun depan, Pemuda Mesir 
hendaknya ikut terlibat aktif dalam kegiatan 

tersebut. Sebagaimana Indonesia yang juga akan 
menyelenggarakan Pemilu tahun depan. 

2. KSI - BKSAP Pimpinan BKSAP 
menerima Kunjungan 

UN Special Rapporteur 
on Myanmar tanggal 19 
Juni 2023. 

DPR RI yang diwakili oleh Ketua BKSAP, Dr. Fadli 
Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP, Dr. 

Sukamta (F-PKS), Anggota BKSAP, Ravindra 
Airlangga (F-Golkar), dan Anggota Komisi VII, 
Mercy Chriesty Barends dari Komisi VII (F-PDIP), 

menerima kunjungan dari United Nations Special 
Rapporteur on Myanmar (SR Myanmar) yang 

dipimpin oleh Thomas Andrews. Kunjungan SR 
Myanmar ke DPR RI bertujuan untuk membuka 
dialog dengan pemangku kepentingan di Indonesia 

dalam rangka memahami perspektif dan 
pendekatan Indonesia pada isu pengungsi 

Myanmar. 
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Adapun Five-Point Consensus (5PC) yang terus 

digaungkan oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN 
untuk mendorong proses perdamainan, yakni: 
1. Penghentian kekerasan segera; 

2. Dialog inklusid diantara all parties concerned; 
3. Urtusan Khusus Ketua ASEAN akan fasilitasi 

dialog; 
4. Bantuan kemanusiaan ASEAN melalui AHA 
Centre; 

5. Utusan Khusus akan mengunjungi Myanmar 
untuk bertemu all parties concerned. 

 
Dr. Fadli Zon dalam intervensinya menyampaikan 
peran aktif parlemen Indonesia terkait persoalan 

Myanmar, antara lain: 
1. Melalui fungsi diplomasinya, BKSAP secara 

konsisten menyuarakan isu krisis kemanusiaan 
Rohingya sejak 2017. 

2. Pada sidang umum AIPA 2023 mendatang, 

BKSAP mendorong pembentukan Rancangan 
Resolusi mengenai Myanmar. 

3. Strategi diplomasi DPRI RI berfokus pada isu 

kemanusiaan sejak terjadinya kudeta oleh Junta 
Militer Myanmar. 

4. BKSAP juga aktif melobi negara-negara anggota 
OKI agar dapat berkontribusi untuk memberikan 
bantuan masyarakat Mayanmar yang terkena 

dampak krisis melalui badan-badan PBB. 

3. KSR - BKSAP Workshop Developing 
Recommendations to the 

Delegasi Anggota Perempuan BKSAP, Vanda 

Sarundajang (F-PDIP), Ina Ammania (F-PDIP), Dra. 
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44th AIPA GA di Hotel 

Noe Sentul – Jawa 
Barat tanggal 20 Juni 
2023. 

Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si (F-PDIP), 

Dr. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (F-
PGolkar), Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si (F-
PGerindra), Dr. Arzeti Bilbina (F-PKB), dan Linda 

Megawati, SE, M.Si (F-PD) menghadiri workshop 
“Developing Recommendations to the 44th General 

Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary 
Assembly (AIPA)” Selasa, 20 Juni 2023 di Bogor, 
Jawa Barat. 

 
Pada Workshop tersebut, Ketua BKSAP, Dr. Fadli 

Zon (F-PGerindra) menyampaikan paparan “AIPA 
Priorities and Deliverables Under Indonesia’s 
Presidency”.  Workshop menghadirkan 3 (tiga) 

Panelis, dari Universitas Islam International 
Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak RI, dan W20 Indonesia 2022, 
dimoderatori Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma 

Rudana, MBA (F-PD).  
 
Turut hadir dalam Workshop, Wakil Ketua BKSAP, 

Gilang Dhielafararez, SH., LLM (F-PDIP) dan 
Sukamta, Ph.D (F-PKS).  

 
Diskusi mengundang Panelis dari Universitas Islam 
International Indonesia, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, dan W20 
Indonesia 2022. 
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Workshop bertujuan menggali masukan dari para 

panelis untuk rekomendasi substansi Sidang 
Umum ke-44 AIPA. 

4. KSB – BKSAP Courtesy Call Pimpinan 
BKSAP DPR RI dengan 
Duta Besar Azerbaijan 

untuk Indonesia 
tanggal 20 Juni 2023. 

Pimpinan BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-
PGerindra), Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Putu 
Supadma Rudana (F-PD) menerima kunjungan 

kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar 
Azerbaijan H.E. Mr. Jalal Mirzayev di Gedung 

Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 
siang ini (20/6) 
 

Pertemuan membahas penguatan hubungan 
bilateral Azerbaijan - Indonesia serta saling 
dukung kedua negara di berbagai forum parlemen 

internasional. 
 

Dalam aspek hubungan bilateral RI - Azerbaijan, 
kedua pihak sepakat bahwa kedua negara perlu 
meningkatkan perdagangan dan investasi serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat kedua 
negara akan hubungan erat antara Indonesia dan 

Azerbaijan. Secara historis, kedua negara 
mendukung Gerakan Non Blok, dimana sekarang 
Azerbaijan sedang memegang keketuaan forum 

internasional tersebut. 
 
Kedua negara juga saling mendukung dalam 

berbagai forum internasional yang ditunjukkan 
dengan dukungan Indonesia dalam penguatan 

kerja sama antara Azerbaijan selaku Ketua Non-

 



Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 – 29 Juni 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 94 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Aligned Movement Parliamentary Network (NAM-PN) 

dengan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 
yang dituahkan dalam MoU yang telah 
ditandatangani saat IPU 146 Februari lalu di 

Manama, Bahrain. 
 

BKSAP DPR RI juga mengapresiasi partisipasi 
Azerbaijan sebagai Observer AIPA, yang 
diharapkan dapat menjadi langkah awal 

peningkatan kerja sama antara Azerbaijan dan 
negara - negara ASEAN lainnya. 

5. KSB – BKSAP Afternoon Tea Pimpinan 
BKSAP DPR RI dengan 

Delegasi Komisi 
Perdagangan 
Internasional (INTA) 

Parlemen Eropa tanggal 
20 Juni 2023. 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI 
menggelar 'afternoon tea' dengan Delegasi Komite 

Perdagangan Internasional (INTA) Parlemen Uni 
Eropa di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, 
Jakarta, sore ini (20/6) 

 
Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menyambut 
baik kedatangan delegasi ke Gedung DPR RI. 

Pertemuan juga turut dihadiri oleh Wakil BKSAP 
DPR RI Gilang Dhielafararez dan Putu Supadma 

Rudana serta Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta 
Komarudin 
 

Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak membahas 
penguatan kerja sama antara kedua negara 

khususnya dibidang perdagangan dalam kerangka 
Indonesia – European Union Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Diharapkan kerangka kerja sama perdagangan 

 

https://www.facebook.com/FadliZonPage?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gilang.dhielafararez?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PSupadmaRudana?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PSupadmaRudana?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/puterikom?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/puterikom?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
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tersebut dapat meningkatkan perdagangan antara 

kedua pihak.  
 
Delegasi INTA mengakhiri kunjungan dengan tur 

building ke Museum dan Ruang Paripurna DPR RI 
dan dipandu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu 
Supadma Rudana. 

6. KSB - BKSAP Friendly Talk Pimpinan 
BKSAP dengan Wakil 

Ketua Parlemen Eropa 
tanggal 22 Juni 2023. 

Pimpinan BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil 
Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) 

dan Dr. Sukamta (F-PKS) menerima Wakil Ketua 
Parlemen Eropa sekaligus Rapporteur for ASEAN 
Countries in the Committee on International Trade of 
the European Parliament, Hon. Heidi Hautala di 
Ruang Delegasi Gedung Nusantara III Lt. 2 DPR RI 

(22/6). 
 

Hon. Heidi Hautala menyampaikan bahwa selain 
untuk memperkuat hubungan bilateral antara RI 
dan Uni Eropa, pertemuan juga bertujuan untuk 

membahas keketuaan RI di ASEAN dan AIPA, serta 
langkah – langkah yang dapat diambil kedua pihak 

dalam stabilitas kawasan Asia Tenggara, 
khususnya Myanmar. 
Pihak Parlemen Eropa sangat mengapresiasi 

langkah – langkah yang telah diambil oleh 
Indonesia, dimana Indonesia telah tegas dalam 
posisinya terkait isu Myanmar dan adanya common 
interest dari Indonesia dan Uni Eropa untuk 
bekerja sama dalam menemukan solusi 

 

https://www.facebook.com/PSupadmaRudana?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PSupadmaRudana?__cft__%5b0%5d=AZV7Ot2e5xtm5e6rQwmzm5ontkQ-hM5d9ErvqJKnY3e3BiuS0h2VorWsDH5-5VAwIJ_swj_dttirpZ62_Whxvlz1E4BFFz6-_yTeVNFLfKdj_48GpCMW0eoY_leZ9E9gb2tXDyaI4r1gxhyMIwDFMGFezKm7k2PpfJ1Pk0lcD7ZaVADSxePsd10og_ylAzQant8&__tn__=-%5dK-R
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perdamaian dan mendukung penguatan kembali 

demokrasi di Myanmar. 
Terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN dan DPR RI 
di AIPA, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad 

Hafisz Tohir (F-PAN) menyampaikan bahwa SIUM 
AIPA ke-44 di Jakarta memiliki tema “Responsive 

Parliaments for Stable and Prosperous ASEAN”. 
Sebagai perwakilan rakyat, parlemen diharapkan 
dapat merespon tantangan terkini untuk 

menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan 
yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya 

kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga 
menyatakan dukungan Parlemen Eropa amatlah 
penting dalam perlindungan HAM dan Demokrasi 

bagi seluruh rakyat Myanmar. 
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota 
Komisi VII DPR RI sekaligus anggota ASEAN 
Parliamentarian for Human Rights (APHR) Mercy 
Chriesty Barends (F-PDIP) dan Anggota Komisi I 

DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG). 
DPR RI terus memegang teguh dan mendorong 

perlindungan Hak Asasi Manusia dan penguatan 
Demokrasi di kawasan Asia Tenggara. 

7. KSB - BKSAP Working Lunch GKSB 

Australia dengan 
Delegasi Parlemen 

Australia tanggal 26 
Juni 2023. 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI 

menghadiri undangan Working Lunch dengan 
Delegasi Parlemen Australia yang berkunjung ke 

Jakarta, hari ini (26/6). 
 
Pertemuan dihadiri oleh Anggota GKSB Ravindra 

Airlangga dan Anggota BKSAP Puteri Anetta 

 

https://www.facebook.com/puterikom?__cft__%5b0%5d=AZUdb8ktbJ97QcGPi1XCNHTqSj4NQIhz3NdqkV4MAkuYb6gkMRdbR8IUKiOBwCDTLk5bMJ_fBzBV97CLDvKmoQ7xL119eNHjSa_MFYDNVZWD395X9hfRJr9HFu9Z08uR9DqnokEfUeJ0Kwxylr0PFtUyGHFyE878jVNHtxrQaZwhjVNTi7wrR0BRCA9Pztq_PV4&__tn__=-%5dK-R
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Komarudin. Keduanya berbincang dengan Delegasi 

yang beranggotakan Senator dan Anggota DPR 
Australia. Perbincangan membahas berbagai topik 
mulai dari dinamika politik dalam negeri menjelang 

Pemilihan Umum 2024, serta berbagai isu strategis 
lainnya. 
 

Sebagai informasi, hubungan kerja sama antara 
Parlemen Indonesia dengan Parlemen Australia 

telah berjalan baik. Selain saling kunjung antar 
anggota parlemen, keduanya juga aktif 
perpartisipasi dalam berbagai forum internasional 

seperti MIKTA, IPU, serta KTT P-20 di Indonesia 
pada tahun lalu. 
 

Secara historis, Australia juga merupakan salah 
satu negara pertama yang mengakui kedaulatan 

Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan 17 
Agustus 1945. Saat ini, hubungan diplomatik 
Indonesia-Australia juga terus menguat di berbagai 

bidang, apalagi sejak dideklarasikannya Indonesia-
Australia sebagai mitra strategis pada Agustus 

2018. 

8. KSB - BKSAP Friendly Talk Ketua 

BKSAP dengan Delegasi 
Parlemen Australia 
tanggal 26 Juni 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon menerima 
Delegasi Parlemen Australia yang dipimpin oleh 

Hon. Ms. Meryl Swanson di Ruang Delegasi, 
Gedung Nusantara III Lt. 2 DPR RI (26/6). 

 
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI 
menyampaikan bahwa Indonesia sedang 

 

https://www.facebook.com/puterikom?__cft__%5b0%5d=AZUdb8ktbJ97QcGPi1XCNHTqSj4NQIhz3NdqkV4MAkuYb6gkMRdbR8IUKiOBwCDTLk5bMJ_fBzBV97CLDvKmoQ7xL119eNHjSa_MFYDNVZWD395X9hfRJr9HFu9Z08uR9DqnokEfUeJ0Kwxylr0PFtUyGHFyE878jVNHtxrQaZwhjVNTi7wrR0BRCA9Pztq_PV4&__tn__=-%5dK-R


Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 – 29 Juni 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 98 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

memegang keketuaan di ASEAN dan AIPA pada 

tahun 2023 dan diharapkan Australia dapat 
mendukung keketuaan Indonesia. Ketua BKSAP 
juga memaparkan bahwa Indonesia sedang 

memasuki tahun politik menyambut Pemilu yang 
akan diadakan pada bulan Februari tahun 2024.  
 

Ketua Delegasi Parlemen Australia, Hon. Ms. Meryl 
Swanson mengapresiasi penerimaan yang hangat 

oleh Ketua BKSAP DPR RI serta menyampaikan 
bahwa Australia berharap dalam keketuaan 
Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat mendukung 

terbentuknya kawasan Asia Tenggara yang stabil 
dan sejahtera. Parlemen Australia juga amat 
mengapresiasi langkah – langkah yang telah 

diambil DPR RI dalam AIPA. DPR RI selalu 
mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia 

dan penguatan demokrasi, yang ditunjukkan 
dengan vokalnya DPR RI dalam memperjuangkan 
hak – hak rakyat Rohingya dan menyuarakan 

ASEAN Five Point Consensus.  
 

Kedua pihak juga sepakat untuk memperkuat 
kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia 
dalam berbagai hal, termasuk dalam hubungan 

antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan 
pariwisata.  

 



Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 

(15 – 29 Juni 2023) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 99 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran 

cinderamata, foto bersama dan dilanjutkan dengan 
tour building Gedung Nusantara. 

9. KSB - BKSAP Working Lunch Ketua 
GKSB Kroasia dengan 
Dubes Kroasia tanggal 

27 Juni 2023. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kroasia, 
Ferdiansyah (F-PG) menghadiri undangan makan 
siang yang diadakan oleh Duta Besar Kroasia 

untuk Indonesia, H.E. Mr. Nebosja Koharovic. 
(27/6). 
 

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak 
membahas rencana kunjungan yang akan 

diadakan oleh delegasi parlemen Kroasia pada 
penghujung bulan Agustus 2023. Delegasi 
rencananya akan dipimpin oleh H.E. Mr. Davorko 

Vidovic, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen 
Kroasia (Hrvatski Sabor) – DPR RI sekaligus Wakil 

Ketua Parlemen Kroasia. Rencananya selain 
mengadakan pertemuan dengan DPR RI, delegasi 
juga akan mengadakan pertemuan dengan 

Kementerian terkait dan ASEAN. 
 
Selain itu, Ketua GKSB Kroasia dan Duta Besar 

Kroasia untuk Indonesia juga membahas berbagai 
potensi dan upaya – upaya untuk menindaklanjuti 

hasil kunjungan GKSB Kroasia pada bulan Maret 
yang lalu. Kedua pihak sepakat untuk 
meningkatkan kerja sama dalam bidang 

pendidikan khususnya pendidikan vokasi dan 
ketenagakerjaan karena dua bidang tersebut 
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dinilai sangat menguntungkan bagi Indonesia dan 

Kroasia. 
 
Duta Besar Kroasia berharap agar kunjungan dari 

Delegasi Parlemen Kroasia ke Indonesia dapat 
menghasilkan kerja sama konkrit dan 
berkontribusi bagi penguatan kerja sama bilateral 

antara Indonesia dan Kroasia. 

10. KSB - BKSAP Friendly Talk GKSB 

Jepang dengan 
Delegasi Parlemen 

Jepang tanggal 27 Juni 
2023. 

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GSKB) DPR RI 

dengan Parlemen Jepang Puti Guntur Soekarno (F-
PDIP) menggelar pertemuan bilateral dengan 

Delegasi Parlemen Jepang yang sedang berkunjung 
ke Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, hari 
ini (27/6). 

 
Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat 
hubungan bilateral antar kedua negara dan dapat 

meningkatkan meningkatkan kesepahaman terkait 
isu-isu penting: pendidikan, pariwisata, kesehatan, 

serta ekonomi. 
 
Parlemen Indonesia juga senantiasa 

mengedepankan diplomasi antar relasi masyarakat 
atau people to people dimana dapat memberikan 

dampak secara langsung dan berjangka panjang. 
Kedua negara juga berharap dapat saling 
meningkatkan pertukaran pemuda dan 

meningkatkan peluang kerja sama dibidang 
pendidikan tinggi dan vokasi. 

 

https://www.facebook.com/Puti-Guntur-Soekarno-356362444501581/?__cft__%5b0%5d=AZU3oqdy9dxnV1ovrsxLgS2NjfjmL5bS3KRKezDEXSgYELT1cFmd4O5yTaVKBsDdIbmias8GbMZmYMO3JjX3dG8c3nulRRnuW7-V4trmpCoSTPAYXbwJlDdUTppoaCymJ_msGdvqczYU83XOHZQ1gAeIyf_rE0e8X3LeTvmc1y0S9funApqTaKuR_U5UtjRX_VQ&__tn__=kK-R
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11. KSI - BKSAP IPU APG Youth Webinar 

tanggal 28 Juni 2023. 

Anggota BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-

Golkar) menjadi salah satu panelist pada webinar 
IPU Asia-Pacific Group on Youth yang dipimpin oleh 
Speaker of the Australian House of Representatives, 
Hon. Milton Dick MP. Webinar ini merupakan 
rangkaian pertemuan untuk negara anggota grup 

geopolitik Asia-Pasifik untuk berbagi inistiatif yang 
kemudian akan dibahas lebih jauh di IPU 147 
Angola bulan Oktober mendatang dan diketuai 

oleh Australia. 
Dalam pidatonya, Ravindra menyampaikan peran 
serta Kaukus Pemuda dalam parlemen Indonesia 

untuk menjawab tantangan kompleks mulai dari 
ancaman ekonomi, stagflasi, krisis iklim, hingga 

konflik berkepanjangan baik intra maupun antar 
negara. Dengan lonjakan populasi pemuda yang 
lebih dari 60% berasal dari kawasan Asia-Pasifik, 

pengangguran, buta huruf, serta layanan 
Pendidikan yang tidak merata akan menjadi 
tantangan. 

DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan 
keterlibatan pemuda dalam parlemen, antara lain 

melalu pembentukan Committee on Young 
Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary 

Assembly (AIPA) dengan harapan dapat mendengar 
lebih banyak perspektif kepemudaan dalam proses 
pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan 

regional. Lebih lanjut lagi, Ravindra juga 
menekankan pentingnya literasi digital sebagai 

prasyarat keterlibatan pemuda dalam parlemen.   
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1.  Rapat tanggal 15 

Juni 2023. 

Rapat Penyelidikan dan Verifikasi dengan 

mengundang pengadu dan teradu.  

 

2.   Paket Meeting di 

Wisma Kopo DPR RI 

tanggal 15-17 Juni 

2023. 

Dalam rangka diskusi dengan tema “Dampak 

Perpindahan Ibukota Negara Terhadap MKD DPR RI” 

dan “Menyongsong Kontestasi Demokrasi Mencari 

Wakil Rakyat Yang Bervisi, Bernurani dan 

Berparadigma Etis”. 

 

3 DPRD 

Kabupaten 

Kulon Progo 

Kunjungan Kerja 

Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

tanggal 19-21 Juni 

2023. 

Dalam rangka Sosialisasi Tugas, Fungsi dan 

Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota 

DPR RI serta Hak Imunitas Wakil Rakyat. 

 

4  Rapat tanggal 22 

Juni 2023. 

Rapat Permintaan Keterangan Pengadu dan Teradu 

nomor register 122. 

 

5  Paket Meeting di 

Wisma Kopo DPR RI 

tanggal 22-24 Juni 

2023. 

Dalam rangka diskusi dengan tema “Pengawasan 

MKD terhadap Anggota DPR RI yang menjadi calon 

legislatif dari partai lain” . 

 

6 DPRD 

Kabupaten 

Deli Serdang 

Menerima Audiensi 

tanggal 26 Juni 2023. 

Guna mendapatkan bahan masukan  dan informasi 

terkait “Kode Etik dan Tata Tertib DPRD”. 
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7  Paket Meeting di 

Wisma Kopo DPR RI 

tanggal 26-28 Juni 

2023. 

Dalam rangka diskusi dengan tema “Menaikan Citra 

dan Management Krisis MKD” dan “Upaya Menjaga 

Netralitas Media Dalam Pemilu 2024” 
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1. Pemerintah dan 
Bank Indonesia 

Rapat Tim Perumus Panja Asumsi Dasar, 

Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan 

Pembiayaan RAPBN Tahun 2024 Badan 

Anggaran dengan Pemerintah dan Bank 

Indonesia tanggal 15 Juni 2023. 

Penyusunan Laporan Panja 
Asumsi Dasar, Kebijakan 

Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan 
Pembiayaan RAPBN Tahun 

2024. 

 

2. Pemerintah Rapat Tim Perumus Panja RKP dan 

Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2024 

Badan Anggaran dengan Pemerintah 

tanggal 15 Juni 2023. 

Penyusunan Laporan Panja 
RKP dan Prioritas Anggaran 
RAPBN Tahun 2024. 

 

3. Pemerintah Rapat Tim Perumus Panja Kebijakan 

Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 

2024 Badan Anggaran dengan Pemerintah 

tanggal 15 Juni 2023. 

Penyusunan Laporan Panja 
Kebijakan Belanja Pemerintah 

Pusat RAPBN Tahun 2024. 

 

4. Pemerintah Rapat Tim Perumus Panja Kebijakan 

Transfer ke Daerah RAPBN Tahun 2024 

Badan Anggaran dengan Pemerintah 

tanggal 15 Juni 2023. 

Penyusunan Laporan Panja 
Kebijakan Transfer ke Daerah 

RAPBN Tahun 2024. 

 

5. Kementerian 
Keuangan RI, 

PPN/ Bappenas 
RI, Bank 
Indonesia 

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan 

Pemerintah dan Bank Indonesia dalam 

rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 

TA 2024 dan RKP Tahun 2024 tanggal 16 

Juni 2023. 

Penyampaian dan Pengesahan 
Laporan Panja-Panja Badan 

Anggaran DPR RI dalam rangka 
Pembahasan Pembicaraan 

Pendahuluan RAPBN TA 2024 
dan Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2024. 
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1. PT. Asuransi 

Jasindo 

Kunjungan Kerja Dalam 

Negeri dalam rangka 
Evaluasi Pelaksanaan 

Program Jamkestama: 
1. Tanggal 14-16 Juni 

2023 ke Labuan Bajo, 

NTT. 
2. Tanggal 17-19 Juni 

2023 ke Manado, 

Sulawesi Utara. 
3. Tanggal 20-22 Juni 

2023 ke Makassar, 
Sulawesi Selatan. 

4. Tanggal 23-25 Juni 

2023 ke Bekasi, Jawa 
Barat. 

5. Tanggal 26-28 Juni 
2023 ke Batam 
Kepulauan Riau. 

 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam 

rangka evaluasi pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI 

dan Keluarganya bertujuan untuk: 
1. Membangun komunikasi yang efektif 

dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) mengenai pentingnya 
program Jamkestama, terutama untuk 

PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit 
provider sebagai penyelenggara program 
Jamkestama khususnya bagi Anggota 

DPR I daerah pemilihan Papua beserta 
keluarganya. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan 
rumah sakit provider dalam pelaksanaan 

program Jamkestama.  
3. Membangun pemahaman yang sama 

mengenai pentingnya pelayanan prima 

yang diberikan rumah sakit dalam 
memberikan layanan Jamkestama bagi 

Anggota DPR RI dan keluarganya, karena 
masih ditemui beberapa rumah sakit 
provider belum melaksanakan layanan 

jamkestama sesuai standar. 
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1. • State Audit Committee, Sejm 

Republik Polandia  

• The Supreme Audit Office 

Polandia  

 

 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 

 

Kunker 

dilaksanakan 

pada tanggal 18 

s.d. 24 Juni 2023. 

 

BAKN DPR RI melakukan Kunjungan 

Kerja Luar Negeri ke Polandia, 

selanjutnya melakukan pertemuan 

dengan State Audit Committee, Sejm 

Republik Polandia dan The Supreme 

Audit Office Polandia di Warsawa, dalam 

rangka fungsi Diplomasi dan untuk 

mendapatkan masukan terkait fungsi 

dan tata kerja Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 

 

2. • BPK RI 

• Romanians Court of Accounts 

 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 

 

Kunker 

dilaksanakan 

pada tanggal 26 

Juni s.d. 2 Juli 

2023. 

BAKN DPR RI melakukan Kunjungan 

Kerja Luar Negeri ke Rumania, 

selanjutnya melakukan pertemuan 

dengan Romanians Court of Accounts di 

Rumania, dalam rangka fungsi Diplomasi 

dan untuk mendapatkan masukan 

terkait fungsi dan tata kerja Badan 

Akuntabilitas Keuangan Negara. 

 

 
***** 


